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ABSTRAK 

 
KONSEP BUNGA DALAM PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA 

MOHAMMAD HATTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

 
Marlina Ayu Apriyantini 

19913055 
 

 

 

 

Bung Hatta sebagai founding father Indonesia memperjuangkan konsep 

Ekonomi Pancasila. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. 

Bahkan dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar 

demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 

1945, dimana Hatta adalah advokator utamanya, yang menempatkan nilai-

nilai dan perjuangan Islam dapat secara strategis memperoleh posisi 

imperative-konstitusionalnya. Aplikasi dari konsep tersebut ke dalam 

kehidupan ekonomi dan politik, telah dirumuskan oleh Hatta seperti yang 

termuat dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemikiran Hatta yang mengundang 

kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah bunga. 

Penelitian ini akan meninjau terkait bagian mana dari pemikiran Ekonomi 

Pancasila Mohammad Hatta yang membahas mengenai bunga dan akan 

menganalisis konsep bunga tersebut menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai 

mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur 

bunga di sana, bagaimana hukum bunga dalam perspektif Ekonomi  Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi/studi dokumen/dokumen 

analisis & wawancara dalam pengumpulan datanya. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

analisis data kualitatif model Miles and Huberman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Bung Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. Bung 

Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta membedakan 

riba dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung 

Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas 

jasa capital (price of capital), sebagaimana orang membayar jasa buruh 

dengan upah. Menurut Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya 

berbagi keuntungan & perlu disampaikan secara terbuka di awal transaksi 

agar kedua belah pihak bisa menerima dengan kerelaan. 

 
 
 

Kata Kunci : Bunga, Ekonomi Pancasila, Mohammad Hatta 
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ABSTRACT 

 
THE CONCEPT OF INTEREST IN THE PANCASILA ECONOMIC 

CONCEPT OF MOHAMMAD HATTA IN THE ISLAMIC ECONOMIC 

PERSPECTIVE  

 
Marlina Ayu Apriyantini 

19913055 

 

As an Indonesia's founding father, Mohammad Hatta fought for the Pancasila 

Economic concept. He has done and contributed a lot to this country. Even, he 

has been known as one of the architects and founders of political and economic 

democracy in the Constitution of the Republic of Indonesia, i.e. the 1945 

Constitution, where he became the main advocate, placing Islamic values and 

struggles to strategically obtain their imperative-constitutional position. The 

application of this concept to economic and political life has been formulated by 

Hatta as contained in Article 33 of the 1945 Constitution. One of the Hatta's 

thoughts, which is somehow controversial in a fiqh perspective, is related to the 

issue of interest. This research reviews which parts of Mohammad Hatta's 

Pancasila Economic thought discuss interest and analyzes the concept of interest 

using qualitative research method. This research also studies more deeply about 

why in Mohammad Hatta's Pancasila Economic thought there is an element of 

interest and what the law of interest from an Islamic Economics perspective 

really is. This research used documentation/document study/document analysis & 

interviews method in collecting data. The data analysis technique used in this 

research used the Miles and Huberman model of qualitative data analysis steps. 

The results of the research showed that Mohammad Hatta rejected the usurious 

economic order as he believed that usury is prohibited in Islam. He differentiated 

usury from interest. According to Hatta, interest is not the same as usury. Bung 

Hatta allowed taking interest on business capital as compensation for the price of 

capital, just as people pay for labor services with wages. According to Hatta, 

interest on business capital loans is profit sharing and needs to be stated openly at 

the beginning of the transaction so that both parties can willingly accept it. 

 

Keywords:  Interest, Pancasila Economic, Mohammad Hatta 
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ا رَسُوحؿُ الِله, الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ شَهِيحدن  هَدُ أَفَّ مَُُمَّدن هَدُ أَفح لاَ إلِوََ إِلاَّ اللهُ, كَأَشح ا، أَشح
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara dan bangsa adalah kebesaran, 

keluasan dan kemajemukannya. Menurut data BPS berdasar Sensus Penduduk (SP) 

tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.331 kategori suku1 serta menurut update terakhir 

data BPS luas wilayah Indonesia 1.892.410,09 km
2 

dengan jumlah pulau sebanyak 

17.0012 
serta terdiri dari 37 provinsi sejak tahun 2022.3 Untuk menjaga persatuan 

bangsa Indoesia yang begitu besar, luas dan mejemuk tersebut, diperlukan suatu 

konsepsi bersama. Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan 

melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan 

dengan dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara dan wawasan kebangsaan yang 

dirasa sesuai dengan karakter keindonesiaan.4 

Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. 

Bung Karno mengatakan, ―Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis 

dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, 

tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong 

                                                           
1
 www.bps.go.id, ―Mengulik Data Suku di Indonesia,‖ Badan Pusat Statistik (blog), 18 

November 2015, diakses pada hari Sabtu 9 September 2023, 

https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html. 
2
 Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2023 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 4. 

3
 Statistik, 5. 

4
 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, ed., Empat pilar 

kehidupan berbangsa dan bernegara (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), 1. 



 

2 
 

royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu binantu bersama. 

Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. 

Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong‖. (dikutip dari 

Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945). Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi 

tentang dasar negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama (sila) yang 

menyatukan dan menjadi haluan keindonesiaan, yang dikenal sebagai Pancasila.5 

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa yang 

menjadi perekat dan pengingat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, 

hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah 

menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan bangsa yang dicita-citakan. 

Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam 

Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang 

menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari 

ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara.6 Sebagai ideologi bangsa 

Indonesia, Pancasila menjadi pedoman hidup di semua sisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, hankam & seluruh sisi 

kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 

Disisi lain, salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam mengatur 

                                                           
5
 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2–3. 

6
 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 7. 
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kehidupan ekonomi rakyat Indonesia guna mencapai kesejahteraan umum, Pancasila 

memegang peranan yang sangat penting yang terejawantahkan dalam Sistem 

Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang 

berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai 

tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia.7 Dalam sistem ekonomi Pancasila 

kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem 

ekonomi kapitalis liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang 

berdasar asas kekeluargaan.8 

Saat kita membicarakan tentang Ekonomi Pancasila, tidak bisa lepas dari sosok 

Bung Hatta. Bung Hatta sebagai founding father Indonesia yang memperjuangkan 

konsep Ekonomi Pancasila. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. 

Bahkan dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi 

politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 19459, dimana Hatta 

adalah advokator utamanya, yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan Islam 

dapat secara strategis memperoleh posisi imperative-konstitusionalnya.10 Bagaimana 

aplikasi dari konsep tersebut ke dalam kehidupan politik dan perekonomian Indonesia 

telah dirumuskan oleh Bung Hatta dan termuat dalam UUD 1945 pasal 33:  

                                                           
7
 A Sofyan Alnashr dan Muzayyanah, ―Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan 

Ekonomi Islam (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan),‖ Jurnal Islamic 

Review 5, no. 2 (Oktober 2016): 210. 
8
 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto (Yogyakarta: Aditya Media, 

1997), 43. 
9
 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam (Jakarta: Kompas, 2010), 1. 

10
 Abbas, xiii. 
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―...(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 

kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‖. Secara ideologis, Hatta ingin membangun 

sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang 

religius dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita 

tolong menolong (sosialisme) bukan yang mementingkan diri sendiri 

(individualisme), sekuler atau atheistis.11 Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan 

bahwa: ―…Perekonomian disusun sebagai usaha bersama (mutual endeavour) 

berdasar atas asas kekeluargaan (brotherhood)…‖ merupakan suatu konsepsi 

normatif yang dipersembahkan Hatta untuk membentukkan sistem ekonomi berdasar 

ukhuwah, baik dinniyah maupun wathoniah, dan barangkali pula menggapai dimensi 

bashoriah.12 

 Pasal 33 UUD 1945, yang dirumuskan oleh Bung Hatta sebagai tokoh 

ekonomi sangatlah jelas mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat 

secara maksimal. Perekonomian harus disusun berdasarkan demokrasi ekonomi. 

Dimana kemamuran masyarakat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individu. 

Apabila kemakmuran perorangan yang justru diutamakan, maka pusat produksi akan 

jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa. Jika ini yang terjadi, maka rakyat yang 

                                                           
11

 Abbas, 7. 
12

 Abbas, viii. 
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jumlahnya banyak akan tertindas.13 Lebih jauh Hatta telah mengajukan konsepsinya 

tentang ―demokrasi ekonomi‖ yang harus mendampingi ―demokrasi politik‖. 

Menurut Hatta kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya 

pengutamaan kepentingan rakyat, khususnya hajat hidup orang banyak, yang 

bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem 

ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki ―otokrasi ekonomi‖, 

sebagaimana pula demokrasi politik menolak ―otokrasi ekonomi‖.14 

Seiring berjalannya waktu, konsep pemikiran ekonomi Bung Hatta yang 

berlandaskan Pancasila dan termuat dalam pasal 33 UUD 1945 biasa juga disebut 

dengan istilah Ekonomi Pancasila & Ekonomi Kerakyatan. Beberapa penelitian 

terdahulu telah banyak yang mengulas pemikiran Mohammad Hatta tersebut dari 

perspektif Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam, diantaranya 1) Studi Komparasi 

tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam15, 2) Konsepsi Pemikiran Dasar 

Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk 

Kesejahteraan Masyarakat16, 3) Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi 

Syariah di Indonesia17, 4) Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam 

                                                           
13

 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan (Jakarta: LP3ES, 1987), 126. 
14

 Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, viii. 
15

 Alnashr dan Muzayyanah, ―Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi 

Islam,‖ 193. 
16

 Alvien Septian Haerisma, ―Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, 

dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat,‖ Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum 

Ekonomi Islam 4, no. 2 (Desember 2019): 187. 
17

 Nasruddin Yusuf, Faradila Hasan, dan Fitria Ayu Lestari Niu, ―Pemikiran Mohammad Hatta 

tentang Ekonomi Syariah di Indonesia,‖ Potret Pemikiran 23, no. 1 (28 November 2019): 36, 

https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973. 
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Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta18, 5) Konsep Ekonomi 

Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah 

Pemikiran Muhammad Hatta)19, 6) Konsep Koperasi Bung Hatta dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah20. Dalam artikel penelitian diatas yang pernah penulis 

temui, yang mana penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang pemikiran ekonomi 

Bung Hatta jika ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam semua berkesimpulan 

bahwa pemikiran ekonomi Mohammad Hatta sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. 

Setelah penulis membaca lebih dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad 

Hatta, ternyata jika ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam masih ada yang perlu 

dievaluasi lagi karena adanya konsep bunga.  

Memang harus diakui bahwa dari sekian banyak pemikiran Hatta yang 

menundang kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah bunga. 

Bagi penulis, Hatta harus dipahami dalam perspektif sosiologis dalam menanggapi 

masalah bunga bank. Tatkala itu, perdebatan masalah bunga masih awal di Indonesia. 

Apalagi mengingat ketika itu ummat Islam belum memiliki lembaga atau institusi 

perbankan Islam seperti yang ada saat ini, yang diharapkan mampu untuk menjawab 

persoalan tersebut. Tetapi, bagaimanapun juga, seperti dikemukakan Sri-Edi 

Swasono, pemikiran ekonomi Hatta seperti yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 

                                                           
18

 M. Sofyan Pulungan, ―Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam Konstitusi: Menggali 

Pemikiran Koperasi Hatta,‖ Arena Hukum 12, no. 1 (April 2019): 23. 
19

 Moh. Musfiq Arifqi, ―Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi 

Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta),‖ Sultanist: Jurnal Manajemen dan 

Keuangan 8, no. 02 (2020): 95, https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554. 
20

 Rustam Efendi, Boy Syansul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu‘arrif, ―Konsep Koperasi Bung Hatta 

dalam Perspektif Ekonomi Syariah,‖ Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan 15, no. 1 (30 

April 2018): 111, https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594. 
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1945 dengan demokrasi ekonominya, bisa dijadikan dasar yang tepat bagi 

pelaksanaan sistem ekonomi syariah yang sedang berkembang dan dikembangkan 

saat ini.21 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang semuanya bercorak 

library reseach dimana dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan metode 

studi dokumen atau analisis dokumen (document analysis), dalam penelitian ini 

penulis akan meninjau terkait bagian mana dari pemikiran Ekonomi Pancasila 

Mohammad Hatta yang membahas mengenai bunga dan akan menganalisis konsep 

bunga tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga akan 

menggali lebih dalam mengenai mengapa dalam pemikiran Ekonomi Pancasila 

Muhammad Hatta ada unsur bunga di sana, bagaimana hukum bunga dalam 

perspektif Ekonomi  Islam. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan 

tehnik pengumpulan data studi dokumen atau analisis dokumen (document analysis) 

& wawancara. Melihat konsep Ekonomi Pancasila menurut Muhammad Hatta yang 

sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia namun masih ada unsur bunga di 

dalam pemikiran Muhammad Hatta tersebut maka perlu adanya kajian atas 

permasalahan ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian 

dalam sebuah tesis yang berjudul Konsep Bunga dalam Pemikiran Ekonomi 

Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi  Islam. 

 

 

                                                           
21

 Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, xxi. 
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B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Adapun fokus dan pertanyaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis meliputi : 

Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad 

Hatta perspektif Ekonomi  Islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan hasil analisis konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi 

Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi  Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang harapannya bisa 

mengembangkan kajian keilmuan Ekonomi Islam di kalangan civitas 

akademika Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan 

Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. 

Penelitian ini juga harapannya bisa ikut serta memperkaya khazanah kajian 

Ekonomi Islam di Indonesia dan sebagai tambahan referensi pengembangan 

penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat praktis 

Penelitian ini harapannya bisa memberikan tawaran solusi terhadap praktik 

pemberlakuan bunga dalam kegiatan koperasi atas turunan dari pemikiran 

Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta, agar kegiatan ekonomi dalam koperasi 

berjalan sesuai syariah. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori 

1. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu berkaitan dengan Konsep Bunga dalam Pemikiran 

Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta perspektif Ekonomi  Islam yang mana dalam 

pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi & wawancara belum 

penulis temui. Penelitian yang akan penulis lakukan ini akan menggali lebih dalam 

mengenai pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta melalui perspektif Ekonomi  Islam 

yang mana ternyata dalam pemikiran tersebut masih ditemui konsep bunga yang 

merupakan riba & dilarang dalam Islam. Dalam artikel penelitian, jurnal, tugas akhir 

tesis maupun disertasi yang pernah penulis temui, yang mana penelitian-penelitian 

tersebut mengkaji pemikiran ekonomi Bung Hatta jika ditinjau dari perspektif 

Ekonomi  Islam semua berkesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Bung Hatta sesuai 

dengan prinsip Ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait bagian mana dari pemikiran 

Ekonomi Mohammad Hatta yang membahas mengenai bunga yang merupakan riba & 
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dilarang dalam Islam yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode 

dokumentasi & wawancara. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai 

bagaimana hukum bunga & riba dalam perspektif Ekonomi  Islam. Namun begitu, 

penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Pemikiran Ekonomi Mohammad 

Hatta sudah ada beberapa yang pernah mengkajinya diantaranya: 

Pertama, penelitian yang berjudul Konsep Ekonomi Pancasila.22 Penelitian ini 

mengkaji tentang bagaimana konsep Ekonomi Pancasila. Kerangka teori penelitian 

ini berupa: 1) Pancasila dalam pandangan etimologis, 2) Pancasila dalam pandangan 

historis, 3) Pancasila dalam pandangan terminologis, 4) Wacana Ekonomi Pancasila, 

5) Ikhtilaf penafsiran, 6) Prinsip dasar Ekonomi Pancasila, 7) Sistem Ekonomi 

Pancasila, 8) Karakteristik Ekonomi Pancasila. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) 

Konsep Ekonomi Pancasila berdasar pada ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. 

2)  Ekonomi Pancasila merupakan usaha bersama dari masyarakat Indonesia yang 

mempunyai asas gotong-royong dan bertujuan untuk mewujudkan Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesi. 3) Konsep dari Ekonomi Pancasila berasal dari nilai-

nilai luhur masyarakat Indonesia. 4) Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem 

Ekonomi Pancasila adalah berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme 

                                                           
22

 Zainol Hasan dan Mahyudi, ―Konsep Ekonomi Pancasila,‖ Jurnal Lisan Al-Hal 15, no. 1 (30 

Juni 2021): 141–60, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103. 
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ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan 

keadilan.23 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai Ekonomi Pancasila adalah 

penelitian yang berjudul Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan 

Ekonomi Islam.24 Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini berupa 

Bagaimana konsep pemikiran Ekonomi Pancasila Mubyarto & Ekonomi Islam 

Muhammad Abdul Mannan. Kerangka teori penelitian ini berupa: 1) Teori Ekonomi 

Pancasila menurut Mubyarto yang memuat a) Biografi Mubyarto serta b) Teori 

Ekonomi Pancasila. 2) Teori Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan 

yang memuat a) Biografi Muhammad Abdul Mannan, b) Teori Ekonomi Islam. 3) 

Komparasi Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul Mannan dalam Konteks 

Prinsip-prinsip Ekonomi yang Dijalankan di Indonesia. Pendekatan dan model 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini 

menganalisis perbandingan antara Ekonomi Pancasila dengan Ekonomi Islam. 2) 

Data penelitian ini terdiri dari data primer & data sekunder. 3) Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi secara konstan (constant 

comparative analysis).  

                                                           
23

 Hasan dan Mahyudi, 157–58. 
24

 Alnashr dan Muzayyanah, ―Studi Komparasi tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi 

Islam,‖ 193. 
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Hasil dari penelitian ini berupa: 1) Menurut Muhammad Abdul Mannan prinsip 

dasar ajaran Ekonomi Islam berdasar pada konsep persaudaraan. 2) Aktualisasi 

pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang konsep persaudaraan yang merupakan 

dasar ajaran sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi di Indonesia adalah 

tercermin dalam Koperasi. Hal ini sejalan dengan sistem Ekonomi Pancasila dimana 

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi adalah salah satu 

bentuk yang paling konkret dari usaha bersama.25 3) Pada dasarnya antara Ekonomi 

Pancasila menurut Mubyarto dan Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul 

Mannan lebih menemukan kesamaan daripada perbedaannya, 4) Letak perbedaan 

Ekonomi Pancasila dengan Ekonomi Islam yaitu Ekonomi Pancasila berdasar pada 

Undang-Undang Dasar 1945 & Pancasila sebagai dasar hukumnya, adapun dasar 

hukum Ekonomi Islam adalah Al-Qur‘an, Hadist atau Sunnah, Ijma‘, Ijtihad Istislah, 

Istishab dan Istihsan.26 

Penelitian berikutnya yang kembali membahas Ekonomi Pancasila adalah 

penelitian yang berjudul Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi 

Pancasila, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat.27 

Penelitian ini mengkaji tentang 1) Bagaimana pemikiran dasar ekonomi islam, 

ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan?, 2) Bagaimana persamaan dan 

perbedaan pemikiran dasar dari ekonomi islam, ekonomi pancasila dan ekonomi 

                                                           
25

 Alnashr dan Muzayyanah, 214. 
26

 Alnashr dan Muzayyanah, 213. 
27

 Septian Haerisma, ―Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan 

Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat,‖ 187. 
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kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat?. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) 

Definisi Ekonomi Islam, 2) Definisi Ekonomi Pancasila, 3) Definisi Ekonomi 

Kerakyatan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode  deskriptif.  

Hasil penelitiannya adalah 1). Pemikiran dasar ekonomi Islam terdiri tauhid dan 

persaudaraan, bekerja dan produktivitas, kepemilikan  dan  distribusi  berkeadilan. 

Prinsip ekonomi pancasila  terdiri penyatuan ekonomi,  sosial  dan  moral,  

kemerataan sosial,  semangat  nasionalistik,  kerjasama, desentralisasi  dan  otonomi  

daerah.  Prinsip ekonomi  kerakyatan  adalah  perekonomian disusun berdasarkan 

azas kekeluargaan, perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak  akan 

dikelola & dikuasai  oleh  negara,  segala kekayaan  dikuasai  oleh  negara  dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  2). Persamaan  ketiganya 

mencerminkan  etika,  norma  dan  moral, kemerataan,  nilai  nasionalistik,  peran 

lembaga mikro,  desentralisasi  dan  otonomi daerah.  3). Perbedaannya 

mencerminkan  etika, norma dan moral sesuai filosofi al-Quran dan al-Hadits,  

mewujudkan  negara  yang makmur,  mengedepankan  nilai  hablum minallah dan 

hablum minannas.28 

Kedua, penelitian yang membahas mengenai pemikiran Mohammad Hatta 

diantaranya adalah penelitian yang berjudul Pemikiran Mohammad Hatta tentang 

                                                           
28

 Septian Haerisma, 198. 
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Ekonomi Syariah di Indonesia.29 Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana konsep 

pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi syariah di Indonesia. Kerangka teori 

penelitian ini adalah 1) Ekonomi kerakyatan, 2) Mohammad Hatta: Bapak ekonomi 

kerakyatan, 3) Pemikiran Hatta tentang ekonomi & hubungannya dengan ekonomi 

syariah. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan 

normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi 

syariah di Indonesia sangat berkorelasi dengan implementasi Undang-Undang Dasar 

1945 yaitu pada pasal 33 & 43. 2) Hasil dari implementasi UUD pasal 33 dan 43 

tersebut melahirkan sistem ekonomi kerakyatan dan juga koperasi. 3) Ciri-ciri system 

ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari 

penjelasan pasal 33 ayat 1, 2 & 3.30 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pemikiran Mohammad Hatta 

adalah Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam Konstitusi: Menggali 

Pemikiran Koperasi Hatta.31 Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah pengaruh-pengaruh apa saja yang diyakini telah memberi kontribusi bagi 

pemikiran koperasi Hatta. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Analisis sejarah 

penyusunan sistem ekonomi berdasarkan koperasi dalam UUD 1945, 2) Pengaruh 

pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa, 3)  Pengaruh penerapan 

sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda, 4) Pengaruh adat istiadat masyarakat 

                                                           
29

 Yusuf, Hasan, dan Niu, ―Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di 

Indonesia,‖ 36. 
30

 Yusuf, Hasan, dan Niu, 48. 
31

 Pulungan, ―Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi,‖ 23. 
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Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini 

adalah 1) Pemikiran koperasi Hatta telah mendapat tempat yang sangat penting dalam 

sejarah penyusunan Undang-Undang 1945 yang dibuktikan dengan disepakatinya 

koperasi sebagai dasar pengaturan perekonomian nasional sebagaimana ketentuan 

konstitusi pasal 33 ayat 1. 2) Pemikiran koperasi Hatta lahir dari 3 pengaruh penting 

yaitu: a) Pemikiran ekonomi & politik yang berkembang di Eropa selama Hatta 

menetap di sana, b) Pengaruh penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintahan 

Hindia Belanda, c) Pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang memiliki 

kesesuaian dengan nilai & prinsip koperasi.32 

Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai pemikiran Mohammad Hatta 

adalah Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah 

di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta).33 Problem akademik yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan 

pemikiran Muhammad Hatta?, 2) Bagaimana pengembangan koperasi syariah di 

Indonesia berdasarkan konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta?. Kerangka 

teori penelitian ini berupa 1) Biografi Muhammad Hatta, 2) Konsep ekonomi 

kerakyatan, 3) Konsep koperasi syariah, 4) Muhammad hatta dan ekonomi 

kerakyatan. Penelitian ini merupakan library research yang menggunakan metode 

kualitatif. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif.  

                                                           
32

 Pulungan, 39–40. 
33

 Moh. Musfiq Arifqi, ―Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan,‖ 95. 
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Hasil dari penelitian ini adalah 1) Konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta 

dinilai mampu untuk memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bernilai 

bagi masyarakat. Melalui koperasi syariah, masyarakat akan lebih banyak berperan 

dalam mengatur perekonomiannya. 2) Ekonomi kerakyatan tidak lepas dari keadilan 

dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menurut 

Hatta, koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang 

mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan negara secara. 3) Dalam 

mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi syariah, setidaknya 

ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan: a) Prinsip kebersamaan. b) 

Kekuasaan milik rakyat. c) Lebih mementingkan orang banyak. Prinsip ini sejalan 

dengan tujuan syariat (maqasid syariah) yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan 

bersama. Tidak harus berpihak pada masyarakat tertentu.34 

Penelitian selanjutnya yang hampir mirip dengan penelitian yang akan saya kaji 

yaitu membahas pemikiran Bung Hatta yang fokus kepada konsep koperasi Bung 

Hatta dalam perspektif Ekonomi  Islam yang berjudul Konsep Koperasi Bung Hatta 

dalam Perspektif Ekonomi Syariah.35 Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana 

konsep koperasi Bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini 

termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (literer) yang menggunakan 

pendekatan filosofis & komparatif dengan analisis data kualitatif dengan proses 

editing, klasifikasi, memberi kode dan penafsiran. Temuan penelitian ini adalah 

                                                           
34

 Moh. Musfiq Arifqi, 108–9. 
35

 Efendi, Bakhri, dan Mu‘arrif, ―Konsep Koperasi Bung Hatta,‖ 111. 
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adanya kesamaan konsep koperasi Bung Hatta dengan ekonomi syariah. Hal ini bisa 

dilihat pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip 

maslahah, fungsi, karakteristik, produksi dan distribusi. 

Dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ternyata masih ditemui 

konsep bunga yang mana konsep ini bertentangan dengan prinsip syariah karena 

termasuk riba. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai bunga 

diantaranya adalah: Pertama penelitian yang berjudul Studi Pemikiran Prof. Dr. 

Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi atas Pemberlakuan Suku Bunga 

Bank.36 Problem akademik yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

interpretasi pemikiran Muhammad Sayyid Thantawi atas bunga bank. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian pustaka. Penelitian ini 

menggunakan metode analisa deskriptif yang dimulai dari pengumpulan data, 

pengklasifikasian data, analisis data lalu pengambilan kesimpulan. 

Temuan dari penelitian ini adalah 1) Menurut Muhammad Sayyid Thantawi dalam 

Al Qur‘an dan hadist tidak ada satu ayat pun yang melarang penetapan keuntungan di 

muka terhadap modal. Status hukum suatu transaksi halal atau haram ditentukan 

berdasarkan ada tidaknya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, bukan ditentukan 

oleh ada tidaknya penetapan keuntungan di awal transaksi. 2) Nasabah bebas memilih 

                                                           
36

 Dwi Umardani, ―Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi atas 

Pemberlakuan Suku Bunga Bank,‖ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1425. 
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untuk bertransaksi menggunakan bank yang menetapkan suku bunga maupun pada 

bank yang tidak menggunakan bunga, asal transaksi antara kedua belak pihak saling 

rela dan terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. 3) Meski transaksi yang 

dilakukan antara perbankan dan nasabah dapat dilakukan dengan beragam akad 

sesuai prinsip syariah, namun secara umum dipandang lebih tepat jika menggunakan 

akad wakalah dari pada penggunaan akad lainnya. Hal ini karena pemilik modal 

mewakilkan atau pun menitipkan modalnya kepada pihak bank secara untuk dikelola 

pada aktivitas ekonomi yang tidak dilarang oleh Allah SWT. 4) Selama kedua belah 

pihak yaitu bank dan nasabah melakukannya dengan penuh kerelaan termasuk dengan 

ditentukannya bagian keuntungan di muka dalam bentuk suku bunga maka hukumnya 

halal.37 

Kedua, penelitian yang membahas mengenai bunga adalah penelitian yang 

berjudul Skema Bunga Bank menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah 

Ayat-ayat Riba).38 Penelitian ini membahas mengenai telaah bunga bank menurut 

Abdullah Saeed. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil penelitian ini adalah Abdullah Saeed 

memandang bahwa perlu adanya penawaran pendekatan yang baru ditengah 

dinamisasi perkembangan kehidupan manusia yang begitu maju. Dinamisasi 

perkembangan tersebut membuat para muslim membutuhkan pondasi yang kokoh 
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 Umardani, 1433. 
38

 Misnawati Misnawati dan Cut Zainab, ―Skema Bunga Bank Menurut Hermeneutika 

Abdullah Saeed (Telaah Ayat-Ayat Ribā),‖ AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis 7, no. 1 (9 

Mei 2023): 145, https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5327. 



 

19 
 

dari Al Qur‘an agar bisa tetap berada di jalan yang lurus. Pendekatan baru menurut 

Abdullah Saeed tersebut dikenal dengan tafsir kontektual. Tafsir kontekstual ini 

memperhatikan konteks kondisi sejarah dan sosiologis agar umat Islam bisa  

memaknai Al-Qur‘an secara interaktif, tidak hanya menjadi seorang yang pasif dalam  

menerima teks Al Qur‘an. Pemikiran Abdullah Saeed dipengaruhi oleh pemikiran 

Fazlurrahman. Pokok dari pemikiran hermeneutika Abdullah Saeed ini adalah 

gagasan mengenai konsep wahyu. Konsep wahyu ini kemudian interpretasi 

kontekstualnya yang menjelaskan bahwa Al-Qur‘an haruslah bisa menjadi solusi atas 

berbagai problem kontekstual yang terjadi. Al Qur‘an diharapkan bisa menjawab 

berbagai tantangan masa kini. Menurut Abdullah Saeed bunga bank tidak termasuk 

dalam kategori riba, karena menurut Abdullah Saeed bunga bank tidak 

mengindikasikan penindasan bagi si peminjam, sehingga hal tersebut berbeda dari 

konsep riba yang dijelaskan di dalam Al-Qur‘an.39 

Ketiga, penelitian yang membahas tentang bunga yaitu penelitian yang berjudul 

Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary Ulama 

Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi.40 Penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab kebingungan masyarakat akan hukum bunga menurut 

Umer Caphra dan Muhammad Sayyid Thantawi dan bagaimana alasan Umer Caphra 

dan Muhammad Sayyid Thantawi dalam mengambil keputusan hukum mengenai 
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 Misnawati dan Zainab, 157. 
40

 Miftahul Huda dkk., ―Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary 

Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi,‖ FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan 

Perbankan Syariah 5, no. 2 (20 September 2022): 105, https://doi.org/10.32332/finansia.v5i02.5393. 
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bunga bank. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi pustaka. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kedua ulama mempunyai pendapat 

yang berbeda mengenai bunga bank. Umer Caphra berpendapat bahwa praktik bunga 

bank dilarang dalam Islam dikarenakan bunga merupakan bagian dari riba nasi‟ah 

dan dapat merugikan orang miskin. Sedangkan Muhammad Sayyid Thantawi 

berpendapat bahwa bunga bank bukan bagian dari riba karena bunga bank bukan 

bagian dari iman dan ibadah. Penentuan bunga bank di muka sama saja dengan 

syirkah mudharabah. Penentuan bunga bank tidak ditentukan kecuali telah dilakukan 

analisa perekonomian, dan tidak ada satupun ayat yang melarangnya.41 

Keempat, yang membahas mengenai bunga adalah makalah konferensi 

internasional yang berjudul Negative Effects of Interest in Our Social 

Development and its Solution through Islamic Finance Concepts.42 Makalah ini 

membahas mengenai 1) Bagaimana sistem bunga mempengaruhi perkembangan 

sosial kita dan bagaimana sistem bunga mendorong masyarakat menuju kondisi yang 

tidak adil? 2) Bagaimana masyarakat yang hidup menderita akibat sistem ini 

menghadapi banyak masalah sosial? 3) Bagaimana solusi terhadap sistem keuangan 

berbasis bunga dengan mempertimbangn konsep keuangan Islam?. Penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Bunga 

menciptakan sifat-sifat buruk dalam diri seseorang seperti kikir, mementingkan diri 
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 Huda dkk., 116. 
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 Ahmad Syed Magfur, ―Negative Effects of Interest in Our Social Development and its 

Solution through Islamic Finance Concepts,‖ vol. 8, 4 (Istanbul: Yekder, 2019), 337. 
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sendiri, ketidakberdayaan, kekejaman dan keserakahan. Dalam masyarakat, terdapat 

perekonomian yang berbasis bunga yang menjadi akar kesenjangan sosial dan 

korupsi. 2) Pemberian pinjaman dengan bunga mempunyai sejumlah dampak negatif 

terhadap perkembangan sosial kita. Salah satu dampaknya adalah semakin besarnya 

kesenjangan antara si kaya & si miskin. 3) Secara umum dalam hal suku bunga, 

investor terpaksa berinvestasi hanya pada sektor-sektor tersebut saja yang membayar 

bunga atas modal, dimana tingkat keuntungannya relatif tinggi. 4) Sistem kapitalis 

sedang menekan kita. Dalam sistem ekonomi berbunga, produsen dan pedagang 

menentukan harga jual suatu barang dengan menjumlahkan biaya transportasi, bea 

(jika ada), dan keuntungan normal atas biaya produksi. 5) Dalam situasi saat ini, bank 

dan lembaga keuangan mengambil langkah-langkah untuk mengenakan biaya bunga 

yang relatif tinggi yang melanggar standart hak asasi manusia. 6) Para peneliti 

merekomendasikan beberapa dampak negatif bunga secara nyata (mengeksploitasi 

orang, beban hutang, pengangguran meningkat, harga komoditas meningkat, 

berkurangnya siklus bisnis, inflasi yang lebih rendah & meningkatkan resiko dll) 

dalam pembangunan sosial kita. 7). Peneliti juga menyebutkan beberapa solusi 

terhadap bunga melalui konsep keuangan Islam (Mudaraba, Musaraka, Murabaha, 

keuangan mikro Islam dll). 8) Akad/kontrak Mudaraba beroperasi sebagai kontrak 

bagi hasil. Jadi Mudaraba diperuntukkan bagi bisnis, tidak cocok untuk uang 

konsumen. 9) Akad kemitraan usaha yang berbasis mudharabah & musarakah 

merupakan penandatanganan sistem keuangan alternatif yang baik terhadap 

kepentingan dunia usaha. Keuangan mikro Islam adalah cara alternative lain yang 
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baik untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat. 10) Analisa dampak negatif bunga 

pada ekonomi Barat sudah diketahui akan merusak dan menjadi bencana secara 

fundamental telah menjadi perhatian penelitian mereka dan tanpa ragu mereka 

mengakui penelitian para pemikir Islam tentang bunga.43 

Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang membahas mengenai konsep bunga bank 

& riba adalah penelitian yang berjudul Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan 

tentang Riba dan Bunga Bank.44 Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana 

pemikiran Abdul Mannan tentang riba & bunga bank. Kerangka teori penelitian ini 

berupa 1) Riwayat hidup Muhammad Abdul Mannan, 2) Konsep riba, 3) Jenis-jenis 

riba, 4) Tafsir dan historisitas ayat riba, 5) Hadist-hadist yang berkenaan dengan riba, 

6) Konsep bunga bank dalam Islam, 7) Pemikiran Muhammad Abdul Mannan terkait 

riba dan bunga bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta 

analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Riba & bunga tidak bisa dipisahkan satu sama 

lain. Penggunaan kata selain bunga tidak akan mengubah esensi riba. 2) Muhammad 

Abdul Mannan berpendapat bunga sama dengan riba, baik itu berupa bunga produktif 

ataupun bunga konsumtif. 3) Penulis memiliki pemahaman yang sama dengan 

                                                           
43

 Syed Magfur, 350–51. 
44

 Annisa Eka Rahayu dan Nunung Nurhayati, ―Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan 
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Muhammad Abdul Mannan, yang mana bunga bank dan riba adalah sama-sama 

haram.45 

Ketiga, penelitian yang kembali mengulas terkait bunga bank & riba adalah 

penelitian yang berjudul Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank menurut 

Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi serta Implikasinya 

terhadap Perbankan Syariah.46 Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah mengulas bagaimana status hukum bunga menurut Qaradhawi dan Sayyid 

Thantawi serta bagaimana dampaknya pada market share perbankan syariah di 

Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Menurut Thantawi bunga bank di 

bank konvensional tidak haram karena bukan termasuk riba yang diharamkan. Hal ini 

dapat berdampak pada rendahnya pangsa pasar perbankan syariah. 2) Yusuf 

Qaradhawi berpendapat bahwa bunga haram dikarenakan sama dengan riba. Hal ini 

dapat berdampak pada perkembangan peningkatan pangsa pasar perbankan syariah.47 
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Penelitian selanjutnya membahas mengenai bunga & riba yaitu penelitian yang 

berjudul Interest (Riba) and its Consequence on the Economy.48 Penelitian ini 

membahas mengenai konsekuensi bunga terhadap perekonomian. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan konseptual sebagai 

metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi riba terhadap 

perekonomian mengakibatkan rendahnya investasi, distorsi dalam distribusi kekayaan 

dan juga mendorong untuk mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dimana 

kondisi ekonominya tidak stabil. Dapat dikatakan bahwa suku bunga hanya 

diumpamakan oleh kreditor untuk melakukan transfer kekayaan debitur yang 

dijadikan sebagai alat eksploitasi. Kegiatan keuangan konvensional tampaknya 

menjadi agen eksploitasi dan sampai batas tertentu membawa destabilisasi 

perekonomian. Oleh karena itu agar perekonomian terbebas dari pengaruh negatif 

kepentingan, negara didorong untuk mengadopsi keuangan Islam yang berbasis pada 

pembagian keuntungan dan kerugian sebagai perantara keuangan alternatif. Dengan 

demikian keuangan Islam harus diadopsi di negara-negara Muslim untuk mematuhi 

aturan Islam. 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai bunga dan riba adalah penelitian 

yang berjudul Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major 
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Religion in General and Islam in Partikular.49 Penelitian ini mengkaji mengenai 

mengapa riba & bunga diharamkan di berbagai agama besar (Yahudi, Kristen, Hindu, 

Budha, Filosofi Yunani) termasuk dalam agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa riba (bunga dan riba) haram di sebagian besar agama yang besar karena 

mengganggu tatanan sosial, mengganggu hubungan antar sesama. Perintah dalam 

agama untuk membuang apa yang tersisa dalam hal ini bunga. Hal ini  diatur dengan 

jelas & kategoris dalam tiap agama untuk tidak melakukan riba. Di satu sisi dalam 

Yahudi, Torah & Talmud mendorong pemberian pinjaman yang tidak melibatkan 

bunga. Sebaliknya halakhah (hukum Yahudi yang berlaku) mengenai pinjaman gratis 

(pinjaman tanpa bunga) berlaku untuk pinjaman yang diberikan kepada orang Yahudi 

lainnya, tetapi diperbolehkan untuk memberikan pinjaman dengan riba (bunga dan 

riba) kepada non-Yahudi. Namun demikian, pada penghujung abad ke-13 muncul 

sejumlah penyebab yang sangat mengganggu stabilitas negara yaitu pengaruh Gereja 

Ortodoks. Pada waktunya, faksi reformis yang dipimpin oleh Luther (1483-1546) dan 

Zwingli (1484-1531), menyetujui pembebanan riba (bunga dan riba) atas permohonan 

pembatasan manusia. 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba dan bunga adalah penelitian 

yang berjudul Konsep Riba dan Bunga Bank dalam Al-Qur’an dan Hadits (Studi 
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Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).50 Penelitian ini membahas 

mengenai analisis perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut Al-Qur‘an & 

Hadits. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil 

penelitian ini adalah riba merupakan suatu kegiatan yang tidak diketahui dengan jelas 

takaran dan waktunya atas penundaan penyerahan barang atau uang yang 

dipertukarkan atau salah satunya. Riba terdapat di dalam Al-Qur‘an delapan kali 

dalam empat surah yaitu surah Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa & surah Ar-Rum. 

Riba juga diperkuat dalam hadits-hadits riwayat Rasulullah SAW. Riba dibagi dua 

yaitu riba nasi‟ah dan riba fadhl. Riba nasi‟ah merupakan pembayaran lebih dari 

pokok dana yang dipinjam, sedangkan riba fadhl merupakan tambahan dari 

penukaran salah satu jenis barang. Praktek bunga dalam bank merupakan 

menambahkan sejumlah uang yang dibayarkan atau dibayarkan di samping 

penggunaan pokok. Dengan demikian maka bunga bank masuk dalam riba karena 

terdapat tambahan dalam pokok pinjaman dan termasuk dalam riba nasi‟ah.51 

Mayoritas ulama menyatakan bahwa bunga bank haram & dilarang dalam Islam 

karena termasuk riba. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai riba 

diantaranya adalah Pertama, penelitian dengan judul Riba & Gharar: Suatu 
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Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern.52 Penelitian ini 

mengkaji tentang riba & gharar dalam transaksi bisnis modern yang ditinjau dari sisi 

hukum & etika. Pokok masalah dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yakni: 1) 

Bagaimana konsep riba? 2) Apakah bunga sama dengan riba yang dilarang dalam 

Islam? 3) Apakah berbagai transaksi yang bentuknya belum jelas bisa dianalogikan 

dengan gharar? 4) Bagaimanakah konsep gharar? 5) Bagaimanakah etika serta hukum 

ekonomi Islam dalam menghadapi masalah riba & gharar? 6) Adakah solusi riba & 

gharar?. Kerangka teori penelitian ini adalah 1) Definisi & dasar hukum riba, 2) 

Status hukum riba sama dengan bunga bank, 3) Definisi & dasar hukum gharar, 4) 

Riba & gharar: tinjauan etika ekonomi Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pembicaraan Al Qur‘an tentang riba sama 

dengan tahapan pembicaraan tentang khamr. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya 

unsur negatif didalamnya (QS. Ar Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang 

keharamannya (QS. An Nisa: 161), tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharamannya 

yang salah satu bentuknya ada di (QS. Ali Imran: 130), tahap terakhir diharamkan secara 

total dalam berbagai bentuknya (QS. Al Baqarah: 278-279). 2) Di kalangan ahli fikih Islam 

kontemporer, ada perbedaan pendapat dalam memandang ‗illat hukum riba dan bunga. 

Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa ‗illat bunga dan riba sama, karena ada tambahan tanpa 

imbalan. Sebagian ahli fikih yang lain berpendapat bahwa bunga bank tidak seharusnya 

diharamkan, karena tujuan dan metode pelaksanaan bunga bank itu sangat jauh berbeda 

dengan riba yang terjadi pada zaman jahiliyah. Riba pada masa jahiliyah ini telah diharamkan 
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dalam Alquran. 3) Gharar adalah situasi di  mana  terjadi informasi yang tidak lengkap 

karena ada unsur ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini dilarang dalam 

Islam. 4) Jika kita melihat sisi etika transaksi Islam, riba, bunga dan gharar menyalahi 

keetisan dalam transaksi.
53

 

Sejalan dengan penelitian tentang riba & gharar di atas, ada lagi kajian penelitian tentang 

riba yaitu penelitian yang berjudul Riba dalam Tinjauan Al Qur’an.
54

 Problem akademik 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apa maksud sesungguhnya terminologi riba yang 

diharamkan oleh Al Qur‘an. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Ayat-ayat riba, 2) 

Definisi riba, 3) Latar belakang keharaman riba, 4) Riba dalam Al Qur‘an. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) Riba pada masa turunnya Al-Quran adalah berupa kelebihan dalam 

proses hutang yang mana di dalamnya terdapat unsur yang merugikan manusia yaitu 

penindasan dan aniaya, bukan hanya sekadar adanya penambahan jumlah hutang. 2) Riba 

yang terjadi pada masa jahiliyah (riba nasi‟ah) diharamkan secara pasti oleh Al Qur‘an. Riba 

itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar (Wahbah al-

Zuhaili, 1991: III: 84).
55

 

Penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang riba adalah penelitian yang berjudul Riba 

dalam Al Qur’an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed).
56

 Problem 

akademik yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana teori hermeneutika 

Fazlurrahman & Abdullah Saeed yang digunakan sebagai metodologi dalam mengurai ayat-
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ayat riba di dalam Al Qur‘an? 2) Konsep riba dalam Al Qur‘an menurut Fazlurrahman & 

Abdullah Saeed, 3) Sejarah riba sebelum turunnya wahyu, tafsir ayat riba pada konteks 

kekinian menurut teori hermeneutika Fazlurrahman & Abdullah Saeed. Kerangka teori 

penelitian ini adalah 1) Mengenal Fazlurrahman dan Abdullah Saeed. 2) Hermeneutika 

kontekstual berupa a) Hermeneutika double movement Fazlurrahman, b) Hermeneutika 

kontekstual Abdullah Saeed. 3) Riba dalam Islam berupa a) Dasar hukum & historisitas ayat 

riba, b) Macam-macam riba, c) Hikmah pelarangan riba. 4) Riba dalam Al Qur‘an menurut 

Fazlurrahman & Abdullah Saeed berupa a) Riba menurut Fazlurrahman berupa (1) Gerakan 

ideal moral, (2) Gerakan kontekstualisasi, b) Riba menurut Abdullah Saeed berupa (1) Tahap 

ideal moral, (2) Tahap kontekstualisasi.  

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa 1) Menurut Fazlurrahman dilarangnya riba 

dalam Al Qur‘an lebih menekankan pada aspek moral daripada aspek legal formal pelarangan 

riba. Al Qur‘an dalm surat Ali Imran: 130 melarang praktik riba jahiliyyah yang berlipat 

ganda (ad ‗afan muda ‗afatan). Kandungan moral dari ayat tersebut adalah larangan 

melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Selagi bank tidak menerapkan lebihan 

yang bersifat eksploitatif, maka hal itu dibolehkan. 2) Abdullah Saeed lebih menekankan 

pada hikmah atau aspek moral daripada aspek literalnya. Statement lakum ru‟us amwalikum 

(bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral melalui penjelasan la tazlimun wa la 

tuzlamun (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Statement 

pertama ―penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman‖ dianggap sebagai 
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‗illah, sementara statement yang kedua ―kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula 

kamu dianiaya‖ merupakan hikmah.
57

 

Sejalan dengan penelitian di atas yang membahas tentang riba, penelitian selanjutnya yang 

mengkaji tentang riba adalah Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat 

Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur’an).
58

 Penelitian ini mengkaji problem akademik 

berupa: 1) Bagaimana latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turunnya ayat riba? 2) 

Apa yang menjadi illat hukum larangan riba dalam Al-Qur‘an menurut pemikiran 

Muhammad Quraish Shihab?. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) Illat hukum, 2) 

Pengertian riba, 3) Hukum riba & macam-macamnya, 4) Illat hukum larangan riba, 5) Riba 

menurut pemikiran M. Quraish Shihab. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang 

menggunakan data primer & sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis 

yuridis untuk melihat latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat larangan riba itu 

turun (dalam bahasa tafsir disebut asbabul nuzul ayat riba). Penelitian bersifat deskriptif 

analitis. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pola pikir deduktif dan induktif. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Latar belakang sosiologis sebab turun ayat larangan riba 

dalam Al-Qur‘an adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan 

pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat 

membutuhkan. 2) Illat hukum larangan riba dalam Al-Qur‘an adalah bukan sekedar ada 

penambahan atau kelebihan jumlah hutang, tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah 

hutang ini mengandung unsur eksploitasi, penganiayaan & penindasan (zhulm). 3) Perbedaan 
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pendekatan ahli fiqih dengan M. Quraish Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan 

riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) Al-Qur‘an & Al hadist tentang 

riba. Para ahli fiqih lebih condong kepada makna tekstual ayat maupun hadist, yang mana 

setiap kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan. Di sisi lain pendekatan M. 

Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman substansi makna (kontekstual) dari ayat 

maupun hadist. Hal ini berakibat bahwa tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan 

riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.
59

 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah Riba dalam Al-Qur’an dan 

Strategi Menghadapinya
60

. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana menghadapi sistem 

ribawi yang telah sedemikian lama berurat-berakar dalam nadi kehidupan masyarakat.yang 

dianalisis menggunakan metode analisis tafsir maudhu‘i. Kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 1) Definisi riba menurut para ulama, 2) Jenis-jenis riba, 3) Riba 

di dalam Al-Qur‘an yang meliputi a) Ayat-ayat tentang riba berdasarkan masa turunnya, b) 

Munasabah ayat, c) Penjelasan ayat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis tafsir maudhu‘i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 

Hikmah diharamkannya riba adalah karena riba mengandung bahaya dan dampak baik secara 

mikro maupun secara makro. Bertahapnya pengharaman riba memberi pemahaman bahwa 

untuk menghadapi sistem riba juga diperlukan tahapan dan strategi yang terencana. Dan 

strategi utama untuk menghadapi sistem riba adalah dengan menggalakkan zakat dan 

sedekah.
61

 2) Riba dan zakat/sedekah memiliki sifat yang bertentangan. Dalam zakat/sedekah 

terkandung keikhlasan, sementara riba terkandung pemerasan. Sebagaimana ayat tentang 
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pengharaman riba yang turun bertahap, maka strategi menggalakkan zakat & sedekah pun 

harus bertahap, termasuk menjadikan zakat/sedekah sebagai bagian dari instrumen 

ekonomi.
62

 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah Konsep Riba dalam Fiqih 

dan Al-Qur’an: Studi Komparasi.
63

 Penelitian ini membahas problem akademik berupa 

bagaimana konsep riba menurut Al Qur‘an dan fiqih. Kerangka teori penelitian ini berupa 1) 

Pengertian riba, 2) Jenis-jenis riba, 3) Pandangan ulama tentang riba yang meliputi a) 

Madzab Hanafi, b) Madzab Malikiyah, c) Madzab Syafi‘I, d) Madzab Hambali, e) Madzab 

Zhahiri. Jenis penelitian ini berupa analisis dokumen atau studi literer. Hasil dari penelitian 

ini adalah: 1) Praktik riba sudah ada sebelum Islam muncul. 2) Riba dikategorikan menjadi 4 

berdasar jenisnya, yaitu yaitu riba fadhli, riba nasi‘ah, riba yad dan riba qardhli. Masing-

masing mempunyai kriteria sendiri. 3) Al Qur‘an beserta fiqih menegaskan bahwa apapun 

bentuknya, riba dilarang dalam Islam karena riba mempunyai dampak negatif bagi kegiatan 

perekonomian yang bisa merugikan salah satu pihak. Dasar hukum mengenai riba yang sudah 

jelas ini, menjadi pedoman bagi umat Islam untuk tidak melaksanakan riba dalam kehidupan 

sehari-hari.
64

 

Selanjutnya, penelitian yang membahas riba adalah penelitian yang berjudul Riba 

(Usury) and its Effect on the Global Economy.65 Penelitian ini mengkaji tentang 

pengaruh riba terhadap perekonomian global. Penelitian ini merupakan penelitian 
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kuantitatif yang mana sampel penelitiannya terdiri dari para pemain kunci dalam 

bisnis yaitu para pedagang, staf bank dan pelanggan di negara bagian Sakoto, Nigeria 

dengan memberikan 300 kuesioner kepada responden melalui simple random 

sampling. Analisis datanya menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa hasil hubungan langsung antara riba dan ekonomi adalah positif 

secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa dampak negatif riba yang meliputi 

ketidakadilan, korupsi, perampasan property yang tidak pantas atas milik orang lain, 

pertumbuhan ekonomi negatif dan merendahkan kepribadian manusia semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya transaksi yang terkait dengan riba. Oleh 

karena itu, satu-satunya solusi yang perlu dilakukan atas dampak destruktif riba 

terhadap perekonomian adalah beradaptasi dengan etika Islam di semua tingkat 

bisnis. Umat Islam diharapkan mengetahui pengetahuan tentang apa yang dimaksud 

dengan riba dan akibat-akibatnya, sehingga dapat menghindarinya demi kebaikan 

ekonomi. Pemerintah & pelaku bisnis harus berkolaborasi mencari solusi riba dengan 

memblokir semua jalan yang dapat mengarah pada riba dan juga membuat bisnis 

sesuai syariah dapat diakses oleh masyarakat.66 

Penelitian tentang riba selanjutnya yaitu berjudul Riba and Islamic Banking.67 

Penelitian ini mengkaji tentang prinsip-prinsip riba dan kesesuaiannya dengan 

ekonomi Islam, serta mengeksplorasi bawaan keindahan tentang Perbankan Syariah 
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& menjelaskan tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa segala bentuk riba sangat dihindari dalam sistem 

Perbankan Islam. Tujuan dasar perbankan syariah, sebagaimana ditekankan dalam 

Handbook of Islamic Banking (HIB) adalah memberikan fasilitas keuangan dengan 

mengembangkan instrument keuangan yang sesuai dengan aturan dan norma syariah. 

Buku panduan tersebut menyebutkan: tujuan utama perbankan Islam bukanlah untuk 

memaksimalkan keuntungan seperti yang dilakukan sistem perbankan berbasis 

bunga, melainkan untuk memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi umat Islam. Perlu 

ditekankan bahwa selama ini riba dilarang dalam Islam, penghasilan atau keuntungan 

dari investasi dalam perdagangan dan bisnis diperbolehkan dan didorong asalkan 

risiko dan keuntungan yang terkait tidak bersifat sepihak namun seimbang. Hubungan 

bank syariah dengan nasabahnya tidak seperti pemberi pinjaman dan peminjam tetapi 

mitra bisnis.68 

Penelitian yang membahas mengenai riba selanjutnya adalah Riba According to 

Sjafrudin Prawiranegara (1911-1989) and Muhammad Syafii Antonio (1967) 

(Critical Comparative Analysis of Islamic Legal Theory Perspective).69 Penelitian 

ini mengkaji tentang analisis komparatif kritis konsep riba menurut Sjafrudin 

Prawiranegara dan Muhammad Syafii Antonio melalui pendekatan teori hukum 
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istinbat. Hasil dari penelitian ini adalah Sjafrudin Prawiranegara dan Muhammad 

Syafii Antonio merupakan dua tokoh Ekonomi Islam yang berpengaruh di Indonesia. 

Keduanya dianggap mewakili dua kutub yang berbeda dalam Ekonomi Islam. 

Sjafrudin mewakili pemikiran kritis sedangkan Syafii Antonio mewakili pemikiran 

arus utama. Berdasarkan analisis melalui pendekatan teori hukum istinbat terungkap 

bahwa Sjafrudin Prawiranegara cenderung menafsirkan riba secara filosofis 

sedangkan Syafii Antonio cenderung lebih menekankan pada aspek kebahasaan 

(bayani). Pandangan Sjafrudin Prawiranegara mengenai riba sangat berbeda dengan 

ulama fiqih pada umumnya. Ia seorang religius berlatar belakang sosialis yang 

berpandangan bahwa riba tidak selalu identic dengan kredit. Riba menurutnya bersifat 

eksploitatif transaksi dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Semua transaksi yang 

mengandung unsur eksploitasi orang lain dalam istilah ekonomi adalah riba. 

Sjafrudin adalah seorang liberalisme agama. Sedangkan Muhammad Syafii Antonio 

dia adalah seorang mualaf yang mempelajari Islam secara mendalam, khususnya pada 

kajian Ekonomi Islam. Dari pengalaman pendidikannya, ia menjadi salah satu ilmuan 

khususnya di bidang perbankan syariah. Menurutnya riba itu tambahan dalam 

berhutang. Segala sesuatu itu termasuk riba jika mempunyai unsur memakan milik 

orang lain dengan cara yang bathil/zalim. Kajian riba Syafii Antonio sangat bersifat 

tekstual.70 
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Penelitian selanjutnya tentang riba adalah penelitian yang berjudul Dissenting 

Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Jurictic Discussion of 

Riba.71 Penelitian ini membahas beberapa pendekatan yang secara umum digunakan 

untuk menelaah diskusi tentang riba dalam literatur kontemporer yaitu pendekatan 

modernis, pendekatan revivalis, dan pendekatan literalis. Untuk lebih memahami 

pendekatan-pendekatan ini, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa topik 

utama dari perdebatan diantara para penganut pendekatan-pendekatan tersebut yang 

mencakup  posisi fikih dalam mendefinisikan konsep-konsep dalam ekonomi Islam, 

maqasid al-Syari‟ah yang harus dipedomani dalam aktivitas-aktivitas ekonomi dan 

juga pertanyaan tentang efektivitas penerapan konsep-konsep yang dihasilkan. Hasil 

dari penelitian ini adalah persoalan riba menjadi salah satu persoalan yang paling 

signifikan dalam ekonomi Islam. Terlepas dari itu, kontroversi mengenai bunga 

apakah benar identik dengan riba ataupun tidak sudah puluhan kali muncul dalam 

sejarah. Dari pembahasan mengenai isu tentang riba saat ini, diuraikan pendekatan-

pendekatannya secara umum. Pendekatan-pendekatan ini mempunyai beberapa kunci 

permasalahan yang menimbulkan perbedaan diantara keduanya, yaitu mengenai 

kewenangan tradisi fiqh dalam mendefinisikan konsep, definisi tujuan syariah dalam 

ekonomi dan kelayakan suatu pendekatan. Para ekonom Islam dapat meninjau tradisi 

Islam dan mengambil beberapa darinya kesimpulan atas konsepsi awal ekonomi 

Islam, sekaligus mengambil kesimpulan konsep yang sesuai dengan berbagai kondisi 
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dan tingkat sosial ekonomi elemen yang berbeda dari masa lalu, dengan 

mempertimbangkan al-tsawabit dan al-mutaghayyirat. Selain itu, para cendekiawan 

& ekonom Islam juga harus menyadari bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: 

satu bagian mempelajari normatif sistem ekonomi Islam dan bagian yang lainnya 

mempelajari perilaku ekonomi umat Islam. Ekonomi Islam harus membangun konsep 

dan teori-teori berdasarkan wahyu & dengan menggunakan prinsip serta aturan yang 

diwariskan melalui tradisi panjang keilmuan Islam. Tidak hanya terkait pragmatism 

halal-haram, ekonomi Islam harus menawarkan sistem berbasis moral & etika Islam. 

Dengan begitu ekonomi Islam dapat dikembangkan sebagai elemen penting 

pembentuk peradaban Islam yang terkemuka. Akan selalu ada tantangan apakah 

kedepan ekonomi Islam akan lebur dengan ekonomi barat karena pragmatisme, 

apakah akan bisa mempertahankan jati diri, dan apakah mampu menjadi penawar 

berbagai masalah perekonomian yang ada. 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah The Discourse of 

Usury in the Views of Islam and Christianity.72 Penelitian ini mengkaji riba mulai 

dari pembahasan semantik hingga praktik riba yang erat kaitannya dengan aktivitas 

ekonomi baik dari perspektif Islam maupun Kristen. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diambil 

dari berbagai sumber nasional dan internasional yaitu buku dan jurnal serta mengutip 
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penjelasan dari Injil & Al-Qur‘an. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam 

agama Kristen, kajian dan larangan praktik riba banyak dibahas dalam Perjanjian 

Lama dalam Deuteronomy, Exodus dan Leviticus, sedangkan Perjanjian Baru 

cenderung membahas hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari praktik riba. 

Dikaitkan dengan perekonomian pada umumnya dalam agama Kristen mengacu pada 

praktek meminjamkan uang (pinjaman) kepada pihak yang membutuhkan tanpa 

meminta bunga atau imbalan tambahan sebagai bentuk keuntungan. Sedangkan dalam 

Islam, wacana Riba (Usury) dapat ditemukan dalam Al-Baqarah, Ali-Imran, An-Nisa, 

Ar-Rum. Riba yang dilarang adalah Riba Nasiah, Fadhl dan Jahiliyah yang terkait 

dengan pembelian dan pinjaman.73  

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah The Prohibition of 

Usury in Islamic Economic Viewpoint.74 Penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana ilmu Ekonomi Islam memandang konsep riba sesuai dengan Al Qur‘an & 

Hadist. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan yang 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer 

& sekunder. Data primer diambil dari kitab suci Al-Qur‘an & Sunnah, hasil penelitian 

digital yang diambil dari website nasional maupun internasional, tulisan ilmiah, jurnal 

internasional dan beberapa jurnal nasional. Sedangkan data sekunder diambil dari 

buku, buku pelajaran dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan adalah 
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analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah riba dilarang dalam Islam 

karena dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh riba. Larangan riba sebagai salah satu 

pilar utama perekonomian Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang 

mendukung iklim investasi. Akibat dari pelarangan riba di sektor riil antara lain dapat 

mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan kekayaan dalam suatu 

kelompok masyarakat, mencegah inflasi dan penurunan produktivitas serta 

mendorong terciptanya aktivitas perekonomian yang berkeadilan. Kehadiran ekonomi 

Islam ditengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan perekonomian 

dan pemerataan pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi 

Islam menjunjung keadilan bagi seluruh pelaku usaha, tidak mengenal kata ―kreditur‖ 

dan ―debitur‖, melainkan mitra yang berbagi resiko dan menggunakan rasa 

tanggungjawab penuh. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dapat dijadikan solusi untuk 

menggantikan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. 

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai riba adalah The Nature of Riba 

in Islam.75 Penelitian ini membahas mengenai hakikat riba dalam Islam yang dimulai 

dengan pelarangan riba itu sendiri, pembagian-pembagian riba & implikasi riba 

dalam perekonomian. Hasil penelitian ini adalah Qur‘an sangat jelas membedakan 

antara riba dan perdagangan. Pelarangan riba sangat jelas bahkan diperkuat dengan 

hadits-hadits yang dengan eksplisit melarang riba. Pembagian riba diantaranya adalah 

riba al-nasi‟ah & riba al-fadl. Islam sangat menentang bunga bank karena Islam 
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berharap terjadinya sistem ekonomi yang mengeliminasi seluruh bentuk ketidakadilan 

dengan memperkenalkan keadilan antara pengusaha dan pemilik modal, yaitu berbagi 

resiko dan berbagi hasil.76 Alasan utama mengapa Islam memberikan hukuman yang 

begitu keras terhadap pelaku riba adalah menariknya Islam ingin membangun sistem 

ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi dihilangkan, khususnya ketidakadilan 

yang terus berlanjut dimana pemodal dijamin mendapat keuntungan positif tanpa 

melakukan pekerjaan atau berbagi apa pun dalam resiko. Disisi pengusaha, meskipun 

melakukan manajemen & kerja keras ia tetap berada dalam resiko dan tidak 

menjamin akan mendapat hasil yang selalu positif seperti pemodal. Islam ingin 

menegakkan keadilan diantara mereka, pemodal & pengusaha.77 

Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai riba adalah penelitian yang 

berjudul Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah 

Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran.78 Penelitian ini mengkaji tentang: 1) 

Ekonomi Islam hingga pentingnya pelarangan riba melalui tawaran konsep ekonomi 

Islam Timur Kuran, 2) Sejauh mana pemikiran ekonomi Timur Kuran memberikan 

sumbangsih signifikan bagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan library research dan ini merupakan penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh 1) Timur Kuran salah satu pelopor dari mazhab 
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alternatif Kritis. 2) Timur Kuran menawarkan alternative untuk sistem ekonomi 

Sosialisme dan Kapitalisme. 3) Zakat merupakan instrument sosial yang lebih efektif 

daripada instrument ekonomi konvensial dalam mendistribusikan pendapatan. 4) 

Sistem wakaf belum fleksibel untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya. 5) Kuran 

setuju dengan konsep bunga dengan beberapa catatan: bunga diperlukan untuk 

kehidupan ekonomi, yang mempunyai manfaat untuk mengalokasikan modal dan 

risiko secara lebih efisien.79 6) Kuran membedakan antara riba dan bunga.     

Letak perbedaan mendasar antara kajian tesis yang diajukan oleh penulis proposal tesis ini 

dengan berbagai penelitian terdahulu di atas adalah penelitian sebelumnya yang mengkaji 

tentang pemikiran Mohammad Hatta semuanya berkesimpulan bahwa pemikiran Mohammad 

Hatta sejalan dengan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini 

justru akan meninjau serta mengevaluasi pemikiran Mohammad Hatta yang ternyata ada 

bagian yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian yang akan penulis lakukan ini 

berbeda secara problem akademik, kerangka teori, pendekatan serta model analisis yang 

digunakan serta hasil penelitiannya pun juga akan berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu: 

a. Problem akademik yang dikaji: 

Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila 

Mohammad Hatta  perspektif Ekonomi  Islam? 

 

                                                           
79

 Aravik, Hamzani, dan Khasanah, 228. 



 

42 
 

b. Kerangka teori: 

1) Konsep Riba dalam Ekonomi Islam 

2) Konsep Bunga dalam Ekonomi Islam 

3) Teori Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta 

c. Pendekatan & model analisis yang digunakan: 

1) Penelitian ini termasuk penelitian pemikiran kualitatif yang deskriptif analitis, 

yaitu berupaya memaparkan atau mendeskripsikan fenomena sosial ekonomi 

apa adanya kemudian menarik pemahaman atau kesimpulan berdasarkan 

penilaian analisis terhadap fenomena tersebut. 

2) Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi/studi 

dokumen/analisis dokumen & wawancara. 

Menurut Bowen, studi dokumen atau analisis dokumen (document analysis) 

adalah suatu bentuk penelitian kualitatif dimana dokumen ditafsirkan oleh 

peneliti untuk memberikan suara dan makna mengenai suatu topik penelitian.80 

3) Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

langkah-langkah analisis data kualitatif model Miles and Hubberman yaitu data 

reduction, data display dan conclusion drawing/verification. 

d. Temuan yang akan diperoleh: 

Terjawabnya pertanyaan: 

Bagaimana analisis konsep bunga dalam pemikiran ekonomi Pancasila 

Mohammad Hatta perspektif Ekonomi  Islam? 

                                                           
80

 Morissan, Riset Kualitatif, 1 ed. (Jakarta: Kencana  Prenadamedia Group, 2019), 108. 



 

43 
 

2. Kerangka Teori 

a. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam 

Riba bersumber dari akar kata (ربو), asal kata ini memiliki arti bertambah, 

tambahan, kelebihan atau tumbuh.
81

 Secara bahasa, riba juga berarti: 1) tambahan, 

tumbuh dan membesar, bunga; 2) menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman 

saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang 

dibebankan kepada peminjam; 3) pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 

secara bathil.
82

 Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga 

pokok atau modal secara batil. Ibn al-‗Arabi al-Mâliki dalam kitabnya Ahkâm al-

Qur‘an, sebagaimana dikutip Syaf‘i Antonio, menjelaskan pengertian riba secara 

bahasa adalah tambahan (ziyâdah), namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur‘ani 

yaitu ―setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau 

penyeimbang yang dibenarkan syariah‖
. 

Maksud dari  transaksi pengganti atau 

penyeimbang yaitu  transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya 

penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi 

hasil proyek.83 

Definisi  riba  juga di-sampaikan  oleh  jumhur  ulama  sepanjang  sejarah  Islam 

dari berbagai mazhab.  
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1) Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip 

utama dalam  riba adalah penambahan. Menurut syariah  riba berarti penambahan 

atas harta pokok  tanpa adanya  transaksi bisnis  riil.  

2) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan 

dalam  transaksi bisnis  tanpa adanya  iwadh  (padanan) yang dibenarkan syariah 

atas penambahan tersebut. 

3) Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi‘i. Salah satu bentuk riba  yang  dilarang Al-

Qur‘an  dan As-Sunnah  adalah  penambahan  atas  harta  pokok  karena  unsur 

waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu 

pinjaman. 

4) Qatadah  yang  menyampaikan  bahawa  riba  jahiliah  adalah  seseorang  yang  

menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila teleh datang saat 

pembayaran dan  si pembeli tidak mampu membayar,  ia memberikan  bayaran  

tambahan  atas  penangguhan. 

5) Mujahid  yang memberikan pengertian bahwa riba adalah ketika meereka menjual 

barang dagangannya dengan  tempo. Apabila telah  jatuh  tempo  dan  tidak 

mampu membayar,  si  pembeli memberikan  tambahan  atas  tambahan waktu 

yang diberikan.84 
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai ―tambahan (ziyadah) 

tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang 

diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi‟ah.‖85  

Pembicaraan Al-Qur‘an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang 

khamr. Pada tahap awal dijelaskan adanya keburukan di dalamnya (QS. Ar-Rûm [30]: 

39), selanjutnya dijelaskan tentang status keharamannya (QS. An-Nisâ‘ [4]: 161), 

selanjutnya, secara eksplisit dijelaskan keharaman salah satu bentuknya ada di  (QS. 

Ali Imrân [3]: 130), tahap terakhir, riba akhirnya diharamkan secara total dalam 

berbagai bentuknya (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279). Lebih jelas teks-teks ayat 

tersebut sebagai berikut: 

Tahap pertama tentang riba yang sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di 

dalamnya. 

Hal ini dijelaskan pada QS. Ar Rum [30]: 39: 

نْ  تَيْتُمْ م ِّ
ٰ
ۚ وَمَآ ا ِّ نْدَ اللّٰه ا يَرْبُيْا عِّ

َ
مْيَالِّ النَّاسِّ فَل

َ
يْٓ ا  فِّ

۟
يَرْبُيَا ِّ

 
بًا ل ِّ

نْ ر  تَيْتُمْ م ِّ
ٰ
ِّ  وةٍ زَكٰ  وَمَآ ا يْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰه تُرِّ

فُيْنَ  مُضْعِّ
ْ
كَ وُمُ ال ٰۤىِٕ ول

ُ
وم/ ٣٩فَا (39: 33) الر   

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah 

berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan 
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maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang 

melipatgandakan (pahalanya). (Ar-Rum/30:39)86 

Tahap kedua tentang riba yang mengisyaratkan tentang keharamannya ada pada QS. 

An-Nisâ‘ [4]: 161: 

نْ  يْنَ مِّ رِّ فِّ
ٰ
ك
ْ
ل عْتَدْنَا لِّ

َ
ۗ وَا لِّ بَاطِّ

ْ
ال  النَّاسِّ بِّ

َ
مْيَال

َ
مْ ا ىِّ لِّ

ْ
ك
َ
بٰيا وَقَدْ نُىُيْا عَنْهُ وَا مُ الر ِّ وِّ خْذِّ

َ
ا يْمًا وَّ لِّ

َ
 ١٦١ىُمْ عَذَابًا ا

(161: 4) النساۤء/  

Artinya: ..melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan 

memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-

orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (An-Nisa'/4:161)87 

Tahap ketiga tentang riba yang secara eksplisit dinyatakan keharamannya salah satu 

bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 130: 

حُيْ  مْ تُفْلِّ
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل اتَّقُيا اللّٰه ضٰعَفَةًۖ وَّ ضْعَافًا مُّ

َ
بٰيٓا ا يا الر ِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُيْا ل

ٰ
ينَْ ا ذِّ

َّ
يُّىَا ال

َ
١٣٠نَۚ يٰٓا  

ل عمران/ 
ٰ
(133: 3) ا  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda88 dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Ali 

'Imran/3:130)89 
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Tahap terakhir, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada pada 

QS. Al-Baqarah [2]: 278-279: 

بٰيٓا اِّ  نَ الر ِّ يَ مِّ َ وَذَرُوْا مَا بَقِّ
مَنُيا اتَّقُيا اللّٰه

ٰ
ينَْ ا ذِّ

َّ
يُّىَا ال

َ
يْنَ يٰٓا نِّ ؤْمِّ نْتُمْ مُّ

ُ
نَ  ٢٧٨نْ ك رْبٍ م ِّ حَ ذَنُيْا بِّ

ْ
يْا فَأ

ُ
مْ تَفْعَل

َّ
نْ ل فَاِّ

مُيْنَ 
َ
ا تُظْل

َ
مُيْنَ وَل ا تَظْلِّ

َ
مْۚ ل

ُ
مْيَالِّك

َ
مْ رُءُوْسُ ا

ُ
ك
َ
نْ تُبْتُمْ فَل ۚ وَاِّ ِّ وَرَسُيْلِّه 

٢٧٩اللّٰه  

(279-278: 2) البقرة/   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (278) 

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari 

Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok 

hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279) 

(Al-Baqarah/2:278-279)90 

Ayat ini menggunakan kalimat amar (perintah), dan kalimat perintah menurut 

ilmu ushul fiqh (metode penggalian hukum Islam) menunjukkan pada wajib, sehingga 

meninggalkan riba itu adalah wajib. Begitu juga, dalam teori  ushul fiqh yang lain 

disebutkan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya (al-
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amru bi al-sya‟i nahyun „an dliddihi). Karenanya, kalau diperintahkan meninggalkan 

riba berarti  dilarang (haram) melakukan riba.91 

 

b. Konsep Bunga dalam Ekonomi Islam 

1) Konsep Bunga Bank dalam Islam 

Secara bahasa, bunga berarti imbalan jasa untuk penggunaan uang atau 

modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau 

kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.
92

 

Bunga juga berarti biaya atas penggunaan uang, yang dinyatakan sebagai suatu 

persentase per periode waktu, pada umumnya satu tahun.
93

 Definisi bunga 

selanjutnya secara bahasa yaitu tambahan dalam bentuk persentasi atas jumlah 

yang dipinjam.
94

 

Bunga menurut para cendekiawan muslim dijelaskan sebagai berikut: 

a) Bunga bank menurut Yusuf Qaradhawi 

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba & 

hukumnya haram. Metode penetapan hukum atau istinbath al-ahkam yang 

digunakan oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status bunga bank yaitu 

berdasarkan Al Qur‘an, hadist, ijma‟ atau konsesnsus, qiyas atau analogi dan 
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kaidah fikih khususnya kaidah yang berkaitan dengan niat. Pendapat Yusuf 

Qaradhawi tentang bunga bank yang status hukumnya haram, dapat 

berimplikasi pada perkembangan peningkatan market share (pangsa pasar) 

perbankan syariah di Indonesia.95 

 

b) Bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thantawi 

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bahwa status hukum bunga bank 

yang ada pada saat ini di bank konvensional adalah halal dan bukan termasuk 

riba yang diharamkan. Metode penetapan hukum atau istinbath al-ahkam yang 

digunakan oleh Muhammad Sayyid Thantawi dalam menetapkan status bunga 

bank yaitu berdasarkan mashlahah,qiyas dan asas konsensual atau prinsip 

antaradhin. Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa status bunga 

bank tidak sama dengan riba, hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya market 

share (pangsa pasar) bank syariah.96 

 

c) Bunga bank menurut Muhammad Abdul Mannan 

Riba & bunga bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Kata lain bunga bank tidak akan mengubah makna ―riba‖ itu sendiri. Penafsiran 
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Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan 

riba, baik itu bunga konsumtif maupun bunga produktif.97 

 

2) Status Hukum Bunga Bank 

a) Berdasarkan kajian di atas, bunga bank haram menurut Yusuf Qaradhawi & 

Muhammad Abdul Mannan. 

b) Berdasarkan kajian di atas, bunga bank halal/tidak haram menurut 

Muhammad Sayyid Thantawi 

 

c. Teori Ekonomi Pancasila  

1) Pengertian Ekonomi Pancasila 

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional 

dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usaha-

usaha bersama dilandasi asas-asas kekeluargaan.
98

 

Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi yang berdasarkan Pancasila, dijalankan 

dengan berpedoman pada sila-sila Pancasila seperti dijelaskan berikut ini: 

a) Ketuhanan Yang Maha Esa 

Pengakuan bahwa manusia dan dunia berasal dari Tuhan yang merupakan 

dasar moral dalam segala tindakan. Hidup berketuhanan harus mendasari segi-

segi politik, sosial dan ekonomi. 
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b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Mengandung pengakuan bahwa manusia memiliki martabat, hak dan 

kewajiban yang sama serta berhak diperlakukan sesuai dengan HAM. Manusia 

bukan barang dagangan. 

c) Persatuan Indonesia 

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa tetapi tetap satu dalam 

hal politik, kebudayaan dan ekonomi. Maka perbedaan itu harus digunakan 

untuk memupuk dan mengembangkan rasa kebangsaan menuju arah 

kesetiakawanan, kerjasama dan pergaulan yang sehat. 

d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan 

Bangsa Indonesia menolak ide pertentangan kelas. Adanya perbedaan 

pendapat harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dengan melalui 

prosedur demokrasi sesuai dengan hati nurani. Setiap warga berhak ikut dalam 

kehidupan nasional dan politik. Kedudukan tak boleh disalahgunakan (korupsi). 

e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan sosial bukan berarti ―sama rata‖. Perbedaan yang terjadi adalah 

wajar, karena sesuai dengan kecakapan dan usaha masing-masing. Tetapi dalam 

pembagian pendapatan nasional harus adil sehingga manusia dapat hidup sesuai 

dengan martabatnya. Pemerataan pendapatan bukan hanya karya amal (derma) 
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tetapi juga peningkatan kualitas dan pemerataan kesempatan (pendidikan, 

pekerjaan).99 

 

2) Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi 

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang bersumber dari 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terejawantahkan kedalam semua sisi 

kehidupan berbangsa & bernegara baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, hankam dst. Dalam kehidupan ekonomi Indonesia, Pancasila menjadi 

sistem yang mengatur perekonomian bangsa. 

Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai ideologi 

Pancasila, suatu tata ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama dan 

berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan di bawah pimpinan 

pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat/rakyat. 

Ciri utama sistem Ekonomi Pancasila antara lain: 

a) Perkoperasian sebagai soko guru perekonomian 

b) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis dan juga oleh 

pertimbangan sosial dan moral 

c) Pemerataan sebagai perwujudan solidaritas dan nasionalisme 
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d) Adanya perimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dan 

desentralisasi 

e) Peranan negara penting tapi tidak dominan 

f) Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal tapi atas asas kekeluargaan 

g) Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pengawasan 

anggota masyarakat 

h) Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam 

bumi. 

Dalam sistem Ekonomi Pancasila, perekonomian liberal maupun komando 

(komunis) harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang 

lemah serta mematikan kreativitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus 

terus menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang 

berkaitan. 

Menurut Mubyarto, sistem Ekonomi Pancasila berciri: 

a) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. 

b) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial 

(egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan. 

c) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang 

tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. 

d) Koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling 

kongkrit dari usaha bersama. 
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e) Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat 

nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk 

menjamin keadilan ekonomi dan sosial. 

Sistem Ekonomi Pancasila menurut Sri-Edi Swasono dapat digambarkan 

sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila 

Pancasila, yaitu: 

a) Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya etik dan moral 

agama, bukan materialisme, manusia beragama melaksanakan syariah berkat 

iman sebagai hidayah Allah). 

b) Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, 

tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun riba). 

c) Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas 

kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan). 

d) Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, 

mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar 

perekonomian nasional). 

e) Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan 

kemakmuran orang-seorang dalam paham individualisme kapitalisme, 

berkeadilan, berkemakmuran). 

Dalam pandangan Bung Hatta, Sistem Ekonomi Pancasila pada hakikatnya 

adalah sistem ekonomi berdasarkan ―sosialisme religius‖, atau sosialisme 

Indonesia yang timbul dari tiga faktor seperti diuraikan berikut: 
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a) Sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik 

agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong 

antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke 

sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa agama-

agama, yang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna, 

perintah Allah yang Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia 

hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dan 

tolong-menolong serta bersikap adil. 

b) Jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari 

marxisme (yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat Revolusi Oktober di 

Rusia tahun 1917). Artinya, yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosial 

demokrasi Barat dengan sosialisme-religius (Islam), dimana marxisme 

sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. Sosialisme memang 

tidak harus merupakan marxisme. Sosialisme disini tidak harus diartikan 

sebagai hasil hukum dialektika, tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai 

pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi segala orang, 

memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan. 

c) Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa berontak Bangsa 

Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajah. 

Sosialisme Indoensia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari 

penghinaan dan dari penjajahan, yang dengan sendirinya terpikat pula oleh 

tuntutan sosial dan humanisme yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme 
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di Barat. Hal ini dengan kuatnya muncul sebagai tekad Bangsa Indonesia 

untuk menyatakan kemerdekaannya. 

d) Para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima marxisme sebagai 

pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat 

sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan 

hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari 

segala penindasan. Sosialisme dipahami sebagai tuntutan institusional, yang 

bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan dan 

keadilan sosial. Agama menambah penerangannya.100 

Singkatnya menurut Hatta, dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat 

pada masyarakat desa yang kecil, desa yang kecil, yang bercorak kolektif, yang 

banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang.101 Dalam kupasan 

mengenai dasar-dasar ini tidak diabaikan pula pembahasan mengenai timbulnya 

proses individualisasi yang muncul oleh ekonomi modern. Namun proses 

individualisasi ini tidak dapat melenyapkan sifat perkauman (kekolektifan) di 

dalam adat (dan hukum adat) Indonesia. Proses individualisasi akan berjalan 

terus sebagai antitesa terhadap kolektivisme dalam masyarakat asli. Tetapi cita-
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101

 Mohammad Hatta, ―‗Sosialisme di Indonesia‘, pidato yang disampaikan Bung Hatta di 
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cita sosialisme Indonesia mau mempertahankan jiwa kolektif itu sebagai sendi 

bangunannya. Ini adalah akar dalam pergaulan hidup Indonesia.102 

 

3) Cita-cita Sosial & Tujuan Ekonomi Pancasila 

a) Cita-cita sosial Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta 

Menurut Mohammad Hatta, penjelasan mengenai cita-cita sosial serta tujuan 

Ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut: sebagai seorang Muslim yang taat 

dalam menjalankan ajaran agamanya, Hatta meyakini, Islam seharusnya 

menjiwai segala-galanya, menjadi pemimpin dan petunjuk dalam segala 

tindakan.103 Ini berarti, menurut Hatta, Islam harus menjadi roh, sumber nilai, 

sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang Islam dalam menjalani hidup 

dan kehidupannya sehari-hari termasuk dalam kehidupan ekonomi.104 

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan cita-cita sosial dan pembentukan 

masyarakat, maka tugas kita menurut Hatta adalah ―kita harus membangun 

suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan Illahi, yaitu keadilan yang 

setinggi-tingginya, dan langkah ini boleh dikatakan menuju kepada keadilan 

sosial‖.105 

Dengan demikian, dari penjelasan di atas terlihat bahwa masyarakat ideal 

yang dicita-citakan Hatta adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan 

                                                           
102

 Limbong, Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat, 25–26. 
103

 I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato III 
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menegakkan nilai-nilai ketuhanan karena dalam keyakinan Hatta hanya dalam 

masyarakat seperti itulah keadilan sosial dalam arti yang sebenarnya dapat 

terwujud dan diwujudkan.106 

Dengan demikian jelaslah bahwa cita-cita sosial dan konsep ekonomi yang 

hendak dikembangkan Hatta seperti dikemukakan Sri-Edi Swasono, adalah 

―terkait pada tauhid dengan segala kedalamannya. Ide-idenya tidak terlepas 

bahkan dilahirkan berdasarkan hakikat kehidupan bangsa ataupun manusia 

sebagai khalifah‖.107 Ini bermakna bahwa, cita-cita sosial ekonomi Hatta adalah 

sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Islam atau setidak-tidaknya dimotivasi 

dan atau berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.  

Karena itu menurut Kuntowijoyo ―tidak ada cara lain bagi umat Islam selain 

mendukung sepenuhnya Sistem Ekonomi Pancasila‖108 atau Sistem Ekonomi 

Sosialisme Indonesia yang digagas oleh Hatta tersebut. 

 

b) Tujuan Ekonomi Pancasila 

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menurut Hatta haruslah diarahkan 

kepada ―bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur‖109 
Masyarakat adil dan makmur yang dimaksudkan tersebut menurut 

Hatta memuat dan berisikan ―kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan 
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kemerdekaan‖.110 
Tujuan pembangunan ekonomi yang ditawarkan Hatta tidak 

hanya sekedar mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik material semata, 

tetapi juga spiritual.
 

Bahkan lebih jauh dan lebih konkret lagi dari itu, yaitu supaya bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka.
 
Bagi 

tercapainya tujuan yang dimaksud, berupa keadilan dan kemakmuran, maka 

menurut Hatta proses pembangunan haruslah dijalankan di atas prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai dasar yang luhur. Hal ini berarti pembangunan haruslah terkait 

dan dikaitkan dengan agama.111 
Itulah mungkin sebabnya mengapa Hatta 

mengatakan bahwa tujuan pembangunan Indonesia itu sudah ―sesuai juga 

dengan dasar Islam, yang juga menghendaki agar masyarakat ini melaksanakan 

keadilan dan kemakmuran‖.112 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pemikiran deskriptif kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, 

dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan 

data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan 
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pandangan peneliti.113 Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena 

proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode 

interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan.114 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, 

peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.115 

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi: 

a. Data primer 

1) Data primer berupa buku-buku karangan Mohammad Hatta, karena pemikiran 

ekonomi Pancasila Mohammad Hatta menjadi kajian pokok dalam penelitian 

ini. Buku-buku tersebut seperti: 

a) Mohammad Hatta. 1958. Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan 

Bank. (Jakarta: Balai Pustaka) 

b) _______________ 1954. Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan 

Koperasi. (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian) 
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c) _______________  1979. Ekonomi Terpimpin. (Jakarta: Mutiara) 

d) _______________  1983. Ilmu dan Agama. (Jakarta: Yayasan Idayu) 

e) _______________ 1963. Kedudukan Bank dalam Masyarakat: Beberapa 

Fasal Ekonomi. (Jakarta: Penerbit Djambatan) 

f) _______________  1957. ―Kumpulan Pidato II: „Sosialisme di Indonesia‟ 

pidato yang disampaikan Bung Hatta di depan para Mahasiswa Universitas 

Sun Yat Sen di Kanton, pada tanggal 11 Oktober 1957 

g) _______________  1967. Teori Politik dan Orde Ekonomi. (Jakarta: 

Tintamas) 

2) Hasil wawancara pakar/akademisi yang mengerti betul pemikiran Ekonomi 

Pancasila Bung Hatta yaitu Prof. Sri Edi Swasosno, Ph.D (Guru besar 

Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) 

serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta). 

b. Data sekunder 

Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa karya-karya lain yang 

mendukung. Karya-karya tersebut bisa berupa referensi atau buku yang 

dikarang orang lain, jurnal, artikel dan karya lain yang mengkaji tentang 

ekonomi Pancasila, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan 

bunga serta karya yang mengkaji ekonomi Islam secara umum. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi/studi dokumen/dokumen 

analisis & wawancara dalam pengumpulan datanya. Model metode dokumentasi 

yaitu model penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet dan lain 

sebagainya
.116 

Melalui pencarian data menggunakan metode dokumentasi tersebut, 

diharapkan terkumpulnya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk 

kemudian dianalisa serta diteliti lebih lanjut. Model wawancara menurut Esterberg 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.117 

Model metode wawancara digunakan untuk menggali data konsep bunga 

menurut Bung Hatta kepada pakar/akademisi yang mengerti betul mengenai 

pemikiran Bung Hatta. Pakar/akademisi narasumber wawancara yaitu Prof. Sri Edi 

Swasosno, Ph.D (Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus 

menantu pertama Bung Hatta) serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi 

serta putri dari Bung Hatta).
 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang menggabungkan beberapa 

metode, yaitu menggunakan metode dokumentasi dan wawancara sering disebut 

juga dengan metode triangulasi. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 
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menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena itu dengan 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih 

meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.118 

 

4. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah analisis data kualitatif model Miles and Huberman yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
119

 

Dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, 

data yang ada akan direduksi. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif.
120

 

Dalam penelitian ini, setelah data direduksi, selanjutnya disajikan dalam bentuk 

deskriptif naratif. 

c. Conclusion Drawing/Verification  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.
121

 

Dalam penelitian ini, setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, 

langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dalam bentuk deskripsi. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan tesis ini bisa tersusun secara sistematis, maka 

pembahasannya akan dibagi menjadi 5 bab, sebagai berikut : 
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BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II: Menguraikan konsep riba & bunga bank dalam Ekonomi Islam. 

BAB III: Berisi penjelasan Biografi serta pemikiran Mohammad Hatta mengenai 

Ekonomi Pancasila 

BAB IV: Berisi analisis mengenai konsep bunga dalam Pemikiran Ekonomi 

Pancasila Mohammad Hatta Perspektif Ekonomi Islam. 

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Saran merupakan hasil 

pemikiran penulis yang berlandaskan pada kesimpulan hasil penelitian 

yang dapat berisi tawaran atau rekomendasi untuk pihak-pihak yang 

berwenang & peneliti lanjut. 
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BAB II 

KONSEP RIBA DAN BUNGA DALAM EKONOMI  ISLAM 

 

A. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam 

1. Riba dalam Al Qur’an 

a. Definisi & dasar hukum riba 

Riba bersumber dari akar kata (ربو), asal kata ini memiliki arti bertambah, 

tambahan, kelebihan atau tumbuh.
122

 Secara bahasa, riba juga berarti: 1) 

tambahan, tumbuh dan membesar, bunga; 2) menetapkan bunga/melebihkan 

jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah 

pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam; 3) pengambilan tambahan 

dari harta pokok atau modal secara bathil.
123

 Menurut istilah teknis, riba berarti 

pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ibn al-‗Arabi 

al-Mâliki dalam kitabnya Ahkâm al-Qur‘an, sebagaimana dikutip Syaf‘i 

Antonio, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (ziyâdah), 

namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur‘ani yaitu ―setiap penambahan yang 

diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 

dibenarkan syariah‖
. 
Maksud dari  transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu  
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transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut 

secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.124 

Definisi  riba  yang  senada,  juga di-sampaikan  oleh  jumhur  ulama  

sepanjang  sejarah  Islam dari berbagai mazhab. Pertama, Badr ad-Din al-Ayni, 

pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam  riba 

adalah penambahan. Menurut syariah  riba berarti penambahan atas harta pokok  

tanpa adanya  transaksi bisnis  riil.  

Kedua,  Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang 

disyaratkan dalam  transaksi bisnis  tanpa adanya  iwadh  (padanan) yang 

dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Ketiga, Raghib al-Asfahani yang 

menejlaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok. Keempat, Imam 

an-Nawawi dari mazhab Syafi‘i. Salah satu bentuk riba  yang  dilarang Al-

Qur‘an  dan As-Sunnah  adalah  penambahan  atas  harta  pokok  karena  unsur 

waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu 

pinjaman. 

Kelima,  Qatadah  yang  menyampaikan  bahawa  riba  jahiliah  adalah  

seseorang  yang  menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. 

Apabila teleh datang saat pembayaran dan  si pembeli tidak mampu membayar,  

ia memberikan  bayaran  tambahan  atas  penangguhan. Keenam, Zaid  bin 

Aslam yang memberikan penjelasan bahwa  yang dimaksud dengan riba 

jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah 
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seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada  saat  jatuh  tempo,  ia  

berkata,  ―Bayar  sekarang  atau tambah.‖ Ketujuh, Mujahid  yang memberikan 

pengertian bahwa riba adalah ketika meereka menjual barang dagangannya 

dengan  tempo. Apabila telah  jatuh  tempo  dan  tidak mampu membayar,  si  

pembeli memberikan  tambahan  atas  tambahan waktu yang diberikan.
125

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai ―tambahan 

(ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran 

yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi‟ah.‖
126

 

Pembicaraan Al-Qur‘an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan 

tentang khamr. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur 

negatif di dalamnya (QS. Ar-Rûm [30]: 39), kemudian disusul dengan isyarat 

tentang keharamannya (QS. An-Nisâ‘ [4]: 161), selanjutnya pada tahap ketiga, 

secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya ada di  (QS. Ali 

Imrân [3]: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam 

berbagai bentuknya (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279). Lebih jelas teks-teks ayat 

tersebut sebagai berikut: 

Tahap pertama tentang riba yang sekedar menggambarkan adanya unsur 

negatif di dalamnya ada pada QS. Ar Rum [30]: 39: 
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Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, 

tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu 

berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah 

orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39) 

Tahap kedua tentang riba yang mengisyaratkan tentang keharamannya ada 

pada QS. An-Nisâ‘ [4]: 161: 

                    

                    
Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah 

dilarang darinya, dank arena mereka memakan harta orang dengan cara tidak 

sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab 

yang pedih. (QS. An-Nisa [4]: 161) 

Tahap ketiga tentang riba yang secara eksplisit dinyatakan keharamannya 

salah satu bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 130: 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda
 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.  

(QS. Ali Imran [3]: 130) 

Tahap terakhir, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada 

pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279: 

                        

    

                       

              
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) 

dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas 

pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 

(dirugikan).  

(QS. Al Baqarah [2]: 278-279) 
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Ayat ini menggunakan kalimat amar (perintah), dan kalimat perintah 

menurut ilmu ushul fiqh (metode penggalian hukum Islam) menunjukkan pada 

wajib, sehingga meninggalkan riba itu adalah wajib. Begitu juga, dalam teori  

ushul fiqh yang lain disebutkan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti 

larangan atas kebalikannya (al-amru bi al-sya‟i nahyun „an dliddihi). 

Karenanya, kalau diperintahkan meninggalkan riba berarti  dilarang (haram) 

melakukan riba.
127

 

 

b. Latar belakang keharaman riba 

Seorang pakar hukum Islam, Wahbah al-Zuhaili (1991:III:98-99), secara 

singkat dan jelas menyingkap background atau latar belakang keharaman riba. 

Menurutnya, agama Islam adalah agama yang menyukai kesungguh-sungguhan 

dan kerja keras, mendorong bersedekah dan memberi pinjaman dengan baik, 

melarang mempersulit keperluan orang lemah, melarang berbuat sesuatu yang 

dapat membawa kepada permusuhan, kebencian dan pertengkaran, melarang 

dengki, hasud, serakah dan rakus, mengharuskan mengambil harta dengan jalan 

halal, tidak menyenangi menumpuk-numpuk harta kekayaan di tangan 

kelompok kecil yang akan mempersulit keperluan orang lain dan 

mempermainkan perekonomian negara dan mesyarakat. 
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Berangkat dari prinsip-prinsip yang luhur inilah, menurut Wahbah al-

Zuhaili, Allah mengharamkan praktik riba, karena praktik riba akan melahirkan 

beberapa kerugian sebagai berikut: 

Pertama, riba akan mencetak tipe manusia yang tidak mau berusaha dan 

bekerja keras karena mendorong pelaku riba untuk memeras 

darah/mengeksploitasi sekelompok orang yang mau berusaha dan bekerja keras.  

Kedua, riba adalah merupakan usaha cuma-cuma, padahal syara‘ 

mengharamkan umat Islam mengambil harta secara dzalim atau aniaya dan juga 

melarang orang kuat mempersulit orang lemah. 

Ketiga, riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas 

orang-orang kaya, oelh sebab itu akan melahirkan berbagai permusuhan dan 

kebencian, serta membangkitkan/menyulut percekcokan dan perselisihan 

diantara umat manusia. Keempat, riba akan meretakkan jalinan persaudaraan 

antar manusia, menghapus kebaikan diantara mereka dengan jalan qirad 

(pinjam meminjam) yang baik, dan juga akan merampas harta pihak fakir dan 

orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki 

kehidupan serta usahanya.   

Kelima, riba akan melahirkan perselisihan diantara manusia. Selain nantinya 

akan melahirkan monopoli, dampak negatif yang khusus adalah lahirnya 

kehancuran, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan riba 

dan menyuburkan sedekah. Kerugiannya tidak hanya bagi si lintah darat, tetapi 

juga bagi distributornya. Tujuan dari diturunkannya agama Islam adalah untuk 
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mendatangkan kebaikan dan meniadakan kerusakan. Oleh karena itu, latar 

belakang Islam mengharamkan riba karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh 

praktik riba, yaitu dapat merusak tatanan sosial kemasyarakatan.
128

 

 

c. Status hukum riba menurut Al Qur’an 

Secara tegas Al Qur‘an telah mengharamkan riba seperti tercantum pada QS. 

Ali Imran [3]:130 serta pada QS. Al Baqarah [2]: 278-279. Secara eksplisit riba 

dinyatakan keharamannya, salah satu bentuknya ada pada QS. Ali Imran [3]: 

130: 

                         

      
 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda
 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.  

(QS. Ali Imran [3]: 130) 

Selanjutnya, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada 

pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279: 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) 

dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas 

pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 

(dirugikan). (QS. Al Baqarah [2]: 278-279). 

Riba pada masa jahiliyah atau riba nasi‘ah pada masa kita ini diberi nama 

riba  fahisy atau  rabh murakkab atau  faidah murakkabah. Riba yang seperti 

ini diharamkan secara pasti oleh nash Al-Qur‘an, sedangkan kata  adh‟afan 

mudha‟afah sebagai penjelasan khusus (incident clarifier) dan ilustrasi keadaan 

manusia pada masa jahiliyah, selain menjelaskan ketercelaan perbuatan tersebut 

yang mengandung penganiayaan dan penindasan kepada mereka yang sedang 

kesulitan. Kata  adh‟afan mudha‟afah tidak menjelaskan bahwa riba  yasir (riba 

yang sedikit) adalah halal, karena itu bukan maksud ayat ini, selain karena riba 

itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar.
129
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2. Riba menurut Ulama 

Riba qardh (riba jahiliyah/riba nasi‟ah) itu diharamkan menurut Al-Qur‘an. 

Oleh karena itu, seluruh ulama -tanpa terkecuali- telah sepakat bahwa riba al-

qard itu diharamkan dalam Islam.
130 

Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, diantaranya ayat-ayat 

Al-Qur‘an: 

                       

                                 

                                

                         

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
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(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]: 275) 

                        

    
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. 

(QS. Al Baqarah [2]: 278) 

Berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) 

menunjukkan bahwa riba qardh (riba jahiliyah/riba nasiah) ini termasuk 

tsawabit dan qath‟iyat (hal yang prinsipil dan fundamen) dalam agama ini.
131

 

Riba qardh adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak 

memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan 

hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharraj bidh dhaman). Transaksi semisal 

ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena 

berjalannya waktu.
132

 

Larangan riba qardh ini memiliki maqashid yaitu: 

Pertama, menghindarkan terjadi praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis 

karena dalam riba qardh, al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghurmu 

(risiko), hasil usaha (al-kharraj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman); al-
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gunmi dan al-kharraj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam 

bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di 

luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang 

terjadi dalam riba nasi‟ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya 

uncertain (tidak pasti) menjadi certain (pasti). 

Sesungguhnya keadaan al-ghunmu bil ghurmin (gaining return without 

being responsible for any risk) dan al-kharraj bil dhaman (gaining income 

without being responsible for any expenses) ditolak oleh teori finance, yaitu 

dengan menjelaskan adanya hubungan antara risk dan return, bukankah return 

goes a long with risk? 

Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) ini dapat 

menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-

pihak lain. Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan 

tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. 

Kedua, riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah „kullu 

qardhin jarra manfa‟atan fahua riba‟ (setiap pinjaman yang memberikan 

manfaat kepada kreditor adalah riba).
133

 

Dalam perbankan konvensional, riba nasi‟ah dapat ditemui dalam 

pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan 

lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan 
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pembayaran bunga yang besarannya tetap dan ditentukan dahulu di awal 

transaksi (fixed and predetermind rate). Padahal nasabah yang mendapatkan 

pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermind juga, 

karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang 

besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. 

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru), sedangkan meminta 

kompensasi adalah transaksi bisnis (mu‟awaddah). Jadi, transaksi yang dari 

semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi 

transaksi bermotif bisnis. Misalnya Si A meminjamkan uang 1 juta kepada si B, 

dengan kesepakatan Si B akan membayar 1 juta 500 ribu rupiah. Uang 500 ribu 

rupiah yang dibayarkan itu adalah riba qardh, karena terjadi dalam transaksi 

simpan pinjam.
134

 

Ketiga, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman 

karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima 

pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.
135

 

 

3. Riba menurut Cendekiawan Muslim 

a. Riba menurut Fazlurrahman 

Fazlurrahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam Al Qur‘an 

menekankan aspek moral daripada aspek legal formal pelarangan riba. Riba 
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yang dilarang dalam Al Qur‘an adalah riba jahiliyyah yang mempraktekkan riba 

yang berlipat ganda (ad „afan muda „afatan) QS. Ali Imran: 130. Ideal moral 

dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum 

ekonomi lemah. Dengan demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan 

yang berlipat ganda (eksploitatif) maka hal itu dapat dibenarkan.
136

 

 

b. Riba menurut Abdullah Saeed
 

Abdullah Saeed juga menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek 

literalnya. Statement lakum ru‟us amwalikum (bagimu pokok hartamu) telah 

diberi penekanan moral melalui penjelasan la tazlimun wa la tuzlamun (kamu 

tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya). Statement 

pertama ―penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman‖ 

dianggap sebagai „illah, sementara statement yang kedua ―kamu tidak 

melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya‖ merupakan hikmah.
137

 

 

c. Riba menurut Muhammad Abdul Mannan 

Riba & bunga bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Kata lain bunga bank tidak akan mengubah makna ―riba‖ itu sendiri. Penafsiran 

Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan 
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riba, baik itu bunga konsumtif maupun bunga produktif, yang mana bunga bank 

dan riba adalah sama-sama haram.
138

 

 

d. Riba menurut M. Quraish Shihab 

Latar belakang sosiologis sebab turun ayat larangan riba dalam Al-Qur‘an 

adalah kebiasaan perilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan 

pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat 

membutuhkan. Illat hukum larangan riba dalam Al-Qur‘an adalah bukan 

sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang 

dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan & 

penindasan (zhulm). Perbedaan pendekatan ahli fiqih dengan M. Quraish 

Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan riba terletak pada perbedaan di 

dalam memahami teks (nash) Al-Qur‘an & Al hadist tentang riba.  

Pendekatan ahli fiqih lebih condong pada makna tekstual ayat maupun 

hadist, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang 

diharamkan. Sementara pendekatan M. Quraish Shihab lebih menekankan pada 

pemahaman makna substansi (kontekstual) dari ayat maupun hadist, sehingga 

tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang 

terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.
139
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4. Macam-macam Riba 

Mayoritas ulama fiqih membagi riba menjadi 2, yaitu riba nasi‟ah dan riba 

fadl. Sedangkan madzhab Syafi‘i membaginya menjadi 3, yaitu riba fadl, riba 

nasi‟ah & riba yad. Perbedaan riba nasi‟ah dan riba yad dalam madzhab Syafi‘i 

yaitu pada riba nasi‟ah ketika terjadi akad benda yang diakadkan sudah ada dan 

dapat diserahterimakan, sedangkan pada riba yad, benda yang diakadkan belum 

ada ketika terjadi akad itu.
140 

 

a. Riba nasi’ah 

Kata nasi‘ah berasal dari kata dasar nasa‟a (fiil madhi) yang bermakna 

menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang 

diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan 

memberikan tambahan atau nilai lebih.
141

 

Sedangkan istilah riba nasi‟ah adalah tambahan karena penundaan 

penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang 

menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut. 

Wahbah al-Zuhaili menyatakan riba nasi‟ah adalah mengakhirkan pembayaran 

hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok. Inilah yang menurutnya 

sebagai riba jahiliyyah. Rumusan riba nasi‟ah itu dapat menggambarkan bentuk 
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formal praktik riba jahiliyyah secara tepat. Hukum riba nasi‟ah adalah jelas atas 

keharamannya menurut ijma‘ ulama. Menurut para ulama riba nasi‟ah inilah 

riba yang digambarkan di dalam Al-Qur‘an.
142  

   

 

b. Riba fadl  

Riba fadl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang 

tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mithlan bi mithlin), sama 

kuantitasnya (sawaan bi sawain). Pertukaran semacam ini menimbulkan 

kezaliman dan kerugian sepihak.
143

 

Dari Ubaidah bin ash-Shamit ra., Rasulullah SAW bersabda: 

“(Penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum 

dengan gandum, sya‟ir (salah satu jenis gandum) dengan sya‟ir, kurma dengan 

kurma, garam dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda 

(penukaran) barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu 

sekalian dengan syarat dibayar kontan”. (HR. Ahmad) 

 

5. Status Hukum Riba 

a. Menurut Al-Qur’an 

Secara tegas Al Qur‘an telah mengharamkan riba seperti tercantum pada QS. 

Ali Imran [3]:130 serta pada QS. Al Baqarah [2]: 278-279. 
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Secara eksplisit riba dinyatakan keharamannya salah satu bentuknya ada 

pada QS. Ali Imran [3]: 130: 

                         

      
ٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda
 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.  

(QS. Ali Imran [3]: 130) 

Selanjutnya, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya ada 

pada QS. Al-Baqarah [2]: 278-279: 

                        

    

                       

              

 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) 

dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas 
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pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 

(dirugikan). 

 (QS. Al Baqarah [2]: 278-279). 

Riba pada masa jahiliyah atau riba nasi‘ah pada masa kita ini diberi nama 

riba  fahisy atau  rabh murakkab atau  faidah murakkabah. Riba yang seperti 

ini diharamkan secara pasti oleh nash Al-Qur‘an, sedangkan kata  adh‟afan 

mudha‟afah sebagai penjelasan khusus (incident clarifier) dan ilustrasi keadaan 

manusia pada masa jahiliyah, selain menjelaskan ketercelaan perbuatan tersebut 

yang mengandung penganiayaan dan penindasan kepada mereka yang sedang 

kesulitan. Kata  adh‟afan mudha‟afah tidak menjelaskan bahwa riba  yasir (riba 

yang sedikit) adalah halal, karena itu bukan maksud ayat ini, selain karena riba 

itu baik sedikit maupun banyak tetap diharamkan dan termasuk dosa besar.
144

 

 

b. Haram menurut: Al-Qur’an, jumhur ulama & Muhammad Abdul 

Mannan 

c. Tidak haram menurut: Fazlurrahman, Abdullah Saeed dan M. Quraish 

Shihab 
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B. Konsep Bunga dalam Ekonomi Islam 

1. Konsep Bunga Bank dalam Islam 

Secara bahasa, bunga berarti imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal 

yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, 

umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.
145

 Bunga juga berarti 

biaya atas penggunaan uang, yang dinyatakan sebagai suatu persentase per periode 

waktu, pada umumnya satu tahun.
146

 Definisi bunga selanjutnya secara bahasa 

yaitu tambahan dalam bentuk persentasi atas jumlah yang dipinjam.
147

 

 

a. Bunga bank menurut MUI 

1) Pengertian bunga (interest) 

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai bunga yaitu 

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa‘idah). Menurut 

Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa‘idah) definisi bunga 

(interest/fa‟idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman 

uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo 

waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan 

persentase. 
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2) Hukum bunga (interest) 

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi 

pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi‟ah. Dengan demikian, praktek 

pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. 

Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh 

Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan 

lainnya maupun dilakukan oleh individu.
148

 

 

3) Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional 

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari‘ah 

dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan 

kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan 

Lembaga Keuangan Syari‘ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di 

lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.
149

 

 

b. Bunga bank menurut Yusuf Qaradhawi 

Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan riba yang 

mana Islam menghukuminya haram. Metode penetapan hukum yang digunakan 

oleh Yusuf Qaradhawi dalam menetapkan status bunga bank yaitu berdasarkan Al 

Qur‘an, hadist, ijma‟ atau konsesnsus, qiyas atau analogi dan kaidah fikih 
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khususnya kaidah yang berkaitan dengan niat. Pendapat Yusuf Qaradhawi 

mengenai bunga bank yang haram ini dapat berefek pada peningkatan market 

share (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia.
150

 

 

c. Bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thantawi 

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bunga bank pada bank konvensional 

saat ini tidak haram karena bukan merupakan riba yang diharamkan. Metode 

penetapan hukum bunga bank yang digunakan oleh Muhammad Sayyid Thantawi 

ini berdasarkan mashlahah,qiyas dan asas konsensual atau prinsip antaradhin.  

Menurut Muhammad Sayyid Thantawi bunga bank tidak sama dengan riba, hal 

ini dapat berimplikasi pada rendahnya market share (pangsa pasar) bank 

syariah.
151

 

 

d. Bunga bank menurut Muhammad Abdul Mannan 

Riba & bunga bank merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata 

lain bunga bank tidak akan mengubah makna ―riba‖ itu sendiri. Penafsiran 

Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan 

riba, baik itu bunga konsumtif maupun bunga produktif.
53
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2. Status Hukum Bunga Bank 

a. Berdasarkan kajian di atas, bunga bank haram menurut MUI, Yusuf 

Qaradhawi & Muhammad Abdul Mannan. 

b. Berdasarkan kajian di atas, bunga bank halal/tidak haram menurut 

Muhammad Sayyid Thantawi. 

 

3. Hikmah diharamkannya bunga 

Mekanisme praktik bunga dewasa ini, mayoritas ulama dan cendekiawan 

muslim mengharamkannya karena masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam 

Islam. Adanya prosentase tambahan yang disepakati pada awal transaksi atas 

jumlah yang dipinjam mengandung unsur dzalim terhadap salah satu pihak yaitu 

pihak peminjam. Bagi pihak yang meminjamkan uang tanpa bekerja keras dia akan 

mendapatkan tambahan atas modal yang ia pinjamkan. Sebaliknya, bagi pihak 

peminjam saat usahanya untung maupun rugi, ia harus membayar tambahan bunga 

atas modal yang ia pinjam karena sudah terikat perjanjian penambahan bunga di 

awal transaksi. Dalam mekanisme bunga tidak mengenal penghitungan pembagian  

rugi saat sang peminjam mengalami kerugian atas usaha yang dijalankan dari 

modal yang dipinjamnya. Hal ini tidak adil, mengandung unsur dzalim dan 

cenderung menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak yang meminjamkan 

uang. 

Alternatif solusi atas mekanisme bunga, Islam menawarkan mekanisme bagi 

hasil yang berarti nanti diperhitungkan untung dan rugi perusahaan. Kemudian, 
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dibagi antara pemilik asli dan pengguna modal, baik untungnya maupun ruginya. 

Dalam mekanisme bagi hasil yang ditawarkan Islam cenderung lebih adil dan 

tidak mendzalimi salah satu pihak. 
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BAB III 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA 

MOHAMMAD HATTA 

 

A. Biografi Mohammad Hatta 

1. Pribadi & keluarga Bung Hatta 

Bung Hatta adalah seorang muslim, beliau adalah keturunan dari ulama besar 

di Sumatera Barat.
152

 Hatta terlahir dari ayah yang bernama Haji Mohammad 

Jamil dan ibu yang bernama Siti Saleha pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit 

Tinggi pada sebuah kota sejuk yang terletak di deretan bukit barisan yang diapit 

oleh dua gunung yaitu gunung Marapi dan Singgalang. Ayahnya berasal dari 

daerah Batu Hampar yang berjarak sekitar 9 kilometer dari kota Payakumbuh dan 

ibunya berasal dari kota Bukit Tinggi.  

Ayah Hatta adalah anak dari Syekh Arsyad, seorang guru agama dan 

pimpinan Tariqat Naqsyabandi yang cukup terkenal di daerahnya. Beliau tidak 

sempat merawat dan membesarkan anaknya karena dia sudah meninggal dalam 

usia yang terbilang muda yaitu 30 tahun, ketika Hatta masih berusia tujuh bulan. 
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Sedangkan ibunya adalah anak dari Ilyas Bagindo Marah, yaitu seorang 

pedagang yang cukup kaya di kota Bukit Tinggi.
153

 

Hatta adalah anak kedua dalam keluarganya yang mempunyai kakak 

perempuan bernama Rafi‘ah yang terlahir tahun 1900 hasil perkawinan Ibunya 

dengan Mas Agus Haji Ning seorang pedagang dari Palembang yang sering 

berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah. Bung Hatta memiliki empat 

adik yang semuanya adalah perempuan, sehingga Hatta adalah anak laki-laki 

satu-satunya dalam keluarganya. 

Nama Mohammad Hatta yang sebenarnya adalah Mohammad Athar. Kata 

Mohammad diambil dari nama Nabi, sementara kata Athar berasal dari bahasa 

Arab yang artinya harum. Oleh masyarakat Minangkabau, kata Athar ini sering 

diucapkan Atta, lama kelamaan berubah menjadi Hatta. Akhirnya melekatlah 

nama Mohammad Athar menjadi Mohammad Hatta.
154

  

Hatta sangat dekaat dengan kakeknya baik dari pihak bapak maupun dari 

pihak ibu. Dia memanggil kakeknya dari pihak bapak dengan Ayah Gaek dan 

dari pihak ibu Pak Gaek. Kakeknya dari pihak bapak terkenal sebagai seorang 

yang alim dan memiliki ilmu yang dalam. Beliau punya surau di Batu Hampar. 

Surau tersebut merupakan pusat pengajian tarikat (Naqsyabandi) yang banyak 

didatangi orang untuk belajardan menimba ilmu dari berbagai daerah di 

Sumatera. Sementara kakeknya dari pihak ibu adalah seorang pedagang yang 
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cukup berhasil di Bukit Tinggi yang mempunyai relasi cukup banyak baik dari 

Bangsa Indonesia maupun dari pihak Belanda.
155

 

Hubungan kedua keluarga bisa terus terjaga dengan baik meskipun ayah Bung 

Hatta sudah lama wafat. Dalam waktu tertentu, Bung Hatta biasa datang ke Batu 

Hampar lalu tinggal bersama Ayah Gaeknya yang begitu sayang kepada Bung 

Hatta. Ayah Gaeknya sangat berharap kelak cucunya tersebut menjadi orang 

yang alim. Karena itu beliau meminta Bung Hatta belajar di sekolah agama. 

Ternayata keinginan Ayah Gaeknya tersebut tidak disetujui oleh keluarga ibunya 

karena mereka ingin memasukkan Bung Hatta ke sekolah umum. Singkat cerita, 

perbedaan ini dapat dikompromikan oleh kedua belah pihak keluarga dengan 

kesepakatan bahwa Bung Hatta akan belajar di Sekolah Rakyat (setara dengan 

Sekolah Dasar) lebih dulu, baru setelah tamat akan dibawa ke Makkah untuk 

belajar agama yang nantinya akan diteruskan ke Universitas Al-Azhar di Kairo 

Mesir. 

 

2. Riwayat Pendidikan Bung Hatta 

Pak Gaek Hatta memasukkan Hatta ke sekolah rakyat saat Hatta berusia 

sekitar 5 tahun, namun gagal karena Hatta tidak lolos tes. Tes penerimaan siswa 

pada saat itu bukan didasarkan pada kemampuan anak, tetapi para calon murid 

diminta untuk melingkarkan tangan di atas kepala. Apabila ujung jari tangan 

kanan dapat menyentuh telinga di sebelah kiri, maka ia dianggap cukup umur 
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untuk bersekolah dan akan diterima menjadi murid. Pada saat itu ternyata jari 

tangan kanan Hatta belum dapat menyentuh telinga kirinya sehingga 

menyebabkan Hatta gagal masuk sekolah. Meskipun Hatta gagal masuk sekolah, 

namun Pak Gaeknya tetap berkeinginan agar Hatta bisa tetap bersekolah. Oleh 

karena itu beliau menghubungi temannya yang mendirikan sekolah swasta dan 

merupakan bekas tentara Belanda yang bernama Ledeboer. Di sekolah swasta 

Ledeboer inilah Hatta dimasukkan oleh Pak Gaeknya untuk bersekolah. 

Setelah umur Bung Hatta cukup yaitu usia enam tahun, Hatta kembali 

dimasukkan ke Sekolah Rakyat dan duduk satu kelas bersama kakaknya yang 

bernama Rafi‘ah. Teman sekelas Hatta ada juga yang berusia lima belas tahun. 

Saat itu masyarakat Minangkabau banyak yang tidak mau atau enggan 

menyekolahkan anaknya ke sekolah Pemerintah dengan alasan takut jika 

nantinya anak-anak mereka menjadi kaki tangan Belanda yang akan memusuhi 

bangsanya sendiri. Kebanyakan masyarakat Minangkabau memasukkan anak-

anak mereka ke sekolah agama yang mana mutunya juga tidak kalah dari sekolah 

Pemerintah. 

Saat kecil Hatta dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai dimana sebelum 

masuk ke Sekolah Rakyat, ia sudah bisa membaca dan menulis. Anak perempuan 

Ledeboer banyak membantu Hatta dalam proses belajar dan pamannya banyak 

mengajar Hatta saat berada di rumah. Hatta adalah seorang pembelajar dimana 

saat pagi hari Hatta belajar di Sekolah Rakyat, sorenya belajar bahasa Belanda 

dan sesudah maghrib ia belajar mengaji di surau. 
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Selain itu Hatta juga belajar di surau milik Syeikh Muhammad Jamil Jambek 

yang terletak sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Ia belajar mengaji dan 

agama di surau tersebut dengan diajar oleh murid-murid yang sudah senior dan 

untuk pendalaman dia diajar langsung oleh Syeikh Muhammad Jamil Jambek. 

Menurut Hatta dalam Memoarnya, Syeikh inilah yang telah ―membantu saya 

dalam melangkah pertama kali untuk memahami Islam… dan memperdalam 

pemahaman saya tentang Islam.
156

  

Hatta belajar di Sekolah Rakyat ternyata hanya sampai tahun ketiga. Saat 

pertengahan tahun ajaran Hatta dipindahkan ke sekolah Belanda yang bernama 

Europese Lagere School (ELS) di kelas dua. Alasan kepindahan sekolah Hatta 

karena didorong oleh saran guru bahasa Belandanya yang melihat kemampuan 

bahasa Belanda Hatta sudah bagus. 

Setelah tamat dari ELS pada tahun 1916, Hatta ingin melanjutkan sekolah ke 

HBS di Jakarta. Keinginan Hatta tersebut tidak disetujui ibunya karena takut 

nantinya Hatta terpengaruh oleh kehidupan kota besar yang membuat Hatta lebih 

banyak bermain daripada belajar. Ibunya ingin Hatta masuk ke sekolah setingkat 

SMP di Padang yang bernama Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO). Bisa 

dibilang Hatta termasuk salah seorang yang beruntung karena bertemu dengan 

guru-guru yang memiliki pandangan luas dan maju dalam pelajaran agama Islam. 

Ketika masih berada di Bukit Tinggi dia belajar dengan Haji Muhammad Djamil 

Djambek (1860-1947), dan sewaktu pindah ke Padang dan belajar di MULO 
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serta aktif di Jong Sumatranen Bond (JSB) ia berada di bawah asuhan Haji 

Abdullah Ahmad (1878-1933).
157

 

Hatta menyelesaikan sekolahnya di MULO tahun 1919 yang mana ia belajar 

selama tiga tahun di sekolah tersebut. Setelah lulus dari sekolah di Padang, Hatta 

melanjutkan studi di Sekolah Dagang Prins Hendrik School Jakarta. Hatta 

berhasil menyelesaikan studinya selama tiga tahun di sekolah ini dan meraih 

peringkat ketiga.  

Saat berada di Jakarta, Hatta sering mengunjungi orang-orang terkemuka yang 

berasal dari Sumatera seperti Landjumin Datuk Tumenggung, Haji Agus Salim, 

Abdoel Moeis dan Sultan Muhammad Zain. Sementara itu, dengan Haji Agus 

Salim, Hatta dan kawan-kawannya banyak berdiskusi tentang hubungan Islam 

dan politik, khususnya bentuk masyarakat yang dikendaki oleh Islam. Bagi 

Salim, Islam mengehndaki terbinanya suatu masyarakat yang adil dan makmur 

yang berpangkal pada persamaan tetapi juga kesempatan untuk maju bagi mereka 

yang berusaha; suatu masyarakat yang juga tolong menolong dan menjauhkan 

diri dari eksploitasi sesame manusia. Tetapi segalanya dikaitkan Salim dengan 

pengabdian diri kepada Allah. Oleh sebab itu Salim tidak setuju kalau dikatakan 

sosialisme itu berasal dari Marx. Pandangan Salim ini tampaknya berpengaruh 

kepada Hatta, khususnya dalam pembentukan pemikiran Hatta tentang 

sosialisme. Jauh hari kemudia (tahun 1990-an), ketika Hatta membicarakan 

masalah sosialisme yang hendak dikembangkan di Indonesia, ia mengemukakan 
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bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi paham sosialisme itu di negeri kita 

ialah ajaran Islam.
158

  

Setelah lulus dari Sekolah Dagang Prins Hendrik School Jakarta, Hatta 

melanjutkan kuliah di Belanda. Di Belanda, Hatta kuliah di Handels Hoogere 

School, yaitu sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam. Dia mengambil 

jurusan ekonomi perdagangan. Dua tahun kemudian dia telah meraih gelar 

sarjana muda. Hatta kemudian melanjutkan ke tingkat sarjana tetapi ketika dia 

bersiap-siap menempuh ujian sarjana lengkap dia pindah ke jurusan lain. Jurusan 

yang dimasukinya adalah jurusan ekonomi kenegaraan, karena itu ia terpaksa 

memperpanjang masa kuliahnya. Kuliah ini baru diselesaikan Hatta dalam tahun 

1932.
159

 

 

3. Mohammad Hatta Seorang Aktivis 

Sewaktu Hatta bersekolah di Padang setingkat SMP yaitu di Meer Uitgebreid 

Lagere Onderwijs (MULO), ia juga aktif di organisasi Jong Sumatranen Bond 

(JSB). Saat melanjutkan sekolah di Jakarta pun Hatta kembali aktif di JSB 

tingkat pusat. Masa-masa kuliah di Belanda Hatta juga kembali aktif 

berorganisasi. Bahkan keterlambatan Hatta dalam menyelesaikan studinya di 
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Belanda bukan karena dia tidak mampu menyelesaikannya lebih cepat, tetapi 

karena terintang oleh kesibukannya dalam berorganisasi.
160

  

Hatta sudah pengalaman berorganisasi sejak di kampung halamannya hingga 

kuliah di Belanda. Sepanjang aktivitas berorganisasi ini membuat Hatta banyak 

berinteraksi dengan para tokoh ataupun orang-orang berpengaruh yang akhirnya 

mempengaruhi pembentukan kepribadian Hatta. Sejak kecil Hatta sudah 

memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Saat Hatta dewasa semangat 

nasionalisme ini semakin kuat dan membuatnya terlibat dalam kegiatan politik.  

Keterlibatan Hatta dalam politik didorong oleh semangat nasionalisme yang 

muncul sejak ia berumur enam tahun karena ia sering melihat kesewenangan 

tentara Belanda di depan rumahnya sendiri di pinggir kota Bukit Tinggi. Ia 

merasa sangat terusik oleh praktik-praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh 

pihak kolonial Belanda terhadap penduduk. Sebagai contoh misalnya dia melihat 

sendiri bagaimana kerabat dari keluarganya ditahan dan diangkut dengan kereta 

api ke Padang tanpa jelas kesalahannya. Begitu juga pemungutan pajak yang 

terlalu berat dirasakan oleh penduduk.
161

  

Untuk melanjutkan studi pada jenjang kuliah, Hatta memilih negara Belanda. 

Hatta tiba di Belanda pada September 1921. Di sana dia bertemu dengan tokoh 

yang pernah dia kenal sewaktu akan mendirikan JSB di Padang, yaitu Nazir 

Datuk Pamuncak. Nazir mengajak Hatta supaya menjadi anggota Indische 
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Vereniging. Ajakan itu diterimanya dengan senang hati.
162

 Dan sejak saat itu 

Hatta mulai berkiprah dan bahkan menjadi ketua dari organisasi tersebut.
163

 

Indische Vereniging didirikan di Belanda pada tahun 1908 yang mana 

kelahirannya terinspirasi dari kelahiran Budi Utomo di Indonesia. Menurut Hatta 

yang penting dicatat di sini adalah bahwa para mahasiswa Indonesia di Eropa 

tidak hendak mendirikan Jong-Jong, seperti Jong Java, Jong Soematera dan 

sebagainya, tetapi langsung bersatu di rantau orang dalam perkumpulan yang 

memberi wajah Hindia (Indonesia) seluruhnya.
164

 

Pada tanggal 19 Februari 1922 Indische Vereniging menyelenggarakan 

pertemuan di The Hague dalam rangka pemilihan pimpinan organisasi yang baru. 

Tetapi di samping itu pertemuan juga membicarakan hal-hal lain termasuk 

diantaranya adalah mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesische 

Vereniging (Perhimpunan Indonesia).
165

 Tidak lama kemudian dalam pertemuan 

pada 8 Februari 1925, nama Indonesische Vereniging diganti dengan 

Perhimpunan Indonesia (Indonesian Association).
166

 Begitu juga dengan majalah 

yang mereka miliki yang tadinya bernama Hindia Putera diganti menjadi 

Indonesia Merdeka.
167

 Hatta dipercaya untuk menjadi ketua Perhimpunan 

Indonesia (PI) selama beberapa periode (1926-1930). Barulah pada 1931 Hatta 
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tidak lagi duduk sebagai ketua, itupun karena dia tidak lagi mau dipilih sebab dia 

harus berkonsentrasi menghadapi ujian sarjana, tetapi meskipun demikian dia 

tetap membantu PI.
168

 

Menurut Soebadio Sastrosatomo pemikiran politik Hatta yang berkembang 

dan menjadi satu strategi untuk mencapai Indonesia merdeka, diperoleh Hatta 

secara pribadi dan sebagai perkembangan kolektif dari mahasiswa yang belajar di 

negeri Belanda.
169

 Sikap politik Hatta yang sangat menjunjung tinggi persatuan 

Indonesia dan perlunya kesadaran kerakyatan, kesadaran kebangsaan, dan 

kesadaran bahwa Indonesia harus maju, tampak tercermin ketika dia terpilih 

menjadi ketua PI untuk pertama kalinya.
170

 Dalam pidato sambutannya 

(inaugural speech), Hatta menyampaikan perlunya sikap nonkooperatif bagi 

kesuksesan perjuangan melawan kolonial Belanda. Ia menguraikan perbedaan 

antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Bangsa Indonesia adalah 

bangsa terjajah, Bangsa Belanda adalah bangsa penjajah. Bangsa Indonesia 

disebut oleh Hatta dengan istilah si kulit berwarna. Bangsa Belanda disebutnya si 

kulit putih.
171

  

Sikap keras dan noncooperative Hatta telah membawa PI menjadi organisasi 

yang antiimperialisme. Tujuan dari organisasi ini ditujukan untuk mencapai 
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Indonesia merdeka. Semboyannya adalah Indonesia merdeka sekarang juga.
172

 

Nama PI terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan PI diakui 

sebagai pos terdepan pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa.
173

 

Dalam kapasitasnya sebagai ketua PI, Hatta sering menghadiri berbagai 

pertemuan Internasional yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda dari 

berbagai negeri terjajah. Bahkan menurut Astrid Susanto, Bung Hatta berjasa 

besar dalam memperkenalkan dan memperjuangkan penyebaran nama Indonesia, 

walaupun pada awalnya terbatas pada PI dan di luar negeri di berbagai forum 

pemuda internasional di negeri Belanda, Paris, Perancis dan lainnya.
174

 

Kemampuan lobi Hatta dalam forum internasional memang cukup bagus. 

Tatkala menghadiri kongres Anti Imperialisme yang diadakan di Brussel pada 

1927, dia berkenalan dengan berbagai tokoh dari berbagai belahan dunia seperti 

dengan Pandit Jawarhal Nehru yaitu seorang tokoh pergerakan India yang juga 

sedang berjuang untuk kemerdekaan negerinya dari jajahan Inggris.
175

 

 

4. Pergerakan Hatta di Masa Proklamasi Kemerdekaan 

Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah 

terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia Kedua oleh pihak tentara Sekutu. 

Jepang menjalankan strategi pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha 
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Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei 1945 untuk merebut 

simpati rakyat Indonesia. Dr. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua 

BPUPKI dan Bung Hatta sebagai anggota. 

Pada 16 Juli 1945, BPUPKI meneyelesaikan pembahasannya untuk menerima 

rancangan Undang-Undang Dasar. Pada hari yang sama diterima berita dari 

Tokyo bahwa Jepang akan mengakui kemerdekaan Hindia Timur secepat 

mungkin (lalu) diputuskan untuk membentuk sebuah Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia yang memungkinkan wakil-wakil daerah menyuarakan 

pandangan mereka atas isu-isu kemerdekaan.
176

 Selanjutnya Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang 

kemudian mengangkat Soekarno menjadi ketua dan Bung Hatta menjadi wakil 

ketuanya. 

Saat kondisi Jepang semakin terdesak oleh tentara Sekutu, menyusul 

terjadinya pengeboman Hiroshima & Nagasaki pada tanggal 6 & 9 Agustus 1945 

oleh tentara Sekutu yang membuat Jepang semakin hancur tidak berdaya, 

akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pihak Sekutu 

dan Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak Amerika, Uni Soviet, Perancis 

& sekutunya (pihak Sekutu). 

Melihat dinamisasi perkembangan situasi yang begitu cepat, maka para 

pemimpin pergerakan bangsa Indonesia segera berkumpul untuk membahas apa 
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yang harus dilakukan untuk merespon kekalahan Jepang dalam Perang Dunia 

Kedua. Mereka semua sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera 

diproklamasikan, namun ada perbedaan pendapat tentang siapa yang akan 

memproklamirkannya. Sjahrir mengusulkan supaya pengumuman kemerdekaan 

itu tidak usah dilakukan oleh PPKI. Cukup oleh Sukarno saja.
177

 Tetapi menurut 

Hatta, Sukarno tidak akan bersedia melakukan dengan cara demikian, karena 

terikat dengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan.
178

 

Jikalau ia melakukannya, maka harus lebih dulu meminta persetujuan PPKI yang 

sudah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke arah 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut Hatta, PPKI harus bersidang untuk 

membahas masalah tersebut serta memutuskan siapa yang yang akan 

mengumumkan kemerdekaan Indonesia serta kapan akan diumumkan.  

Perbedaan antara Sjahrir dan Hatta tersebut akhirnya diselesaikan melalui 

pertemuan mereka dengan Sukarno. Sukarno juga setuju dengan pandangan 

Hatta dan menolak desakan Sjahrir,
179

 karena menurutnya hal itu harus dilakukan 

dengan persetujuan PPKI.
180

 Pada tanggal 16 Agustus 1945 saat pagi-pagi buta, 

Sukarno & Hatta dipaksa oleh golongan pemuda untuk  ke tempat asrama PETA 

di daerah Rengasdengklok sebelah timur Jakarta yang berjarak kurang lebih 75 

km arah Karawang. Petang harinya Sukarno & Hatta dibawa kembali ke Jakarta. 
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Malam harinya mereka sangat sibuk sekali. Hatta bersama Sukarno dan Subarjo 

pergi ke rumah Mayor Jenderal Nishimura memberi tahu bahwa malam itu PPKI 

akan bersidang. Tetapi Nishimura berkeberatan.
181

 

Akhirnya malam itu merka pergi ke rumah laksamana Maeda. Maeda 

menyambut kedatangan mereka bahkan berjanji akan melindungi usaha mereka. 

PPKI mengadakan rapat di rumah Maeda. Sukarno dan Hatta menceritakan hasil 

pertemuan mereka dengan Nishimura. Sesudah itu mereka pergi ke ruang tamu 

diikuti oleh Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Malik. Di ruangan itu mereka 

menyusun teks proklamasi.
182

 Setelah selesai mereka kembali ke ruang siding 

lalu Sukarno membacakan teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar 

semua yang hadir menandatangani naskah itu. Tetapi Sukarni meminta agar 

naskah itu ditandatangani oleh Sukarno dan Hatta saja.
183

 

Sidang yang bersejarah itu berakhir pukul 03.00 pagi pada 17 Agustus 1945. 

Sesudah itu mereka pulang. Sebelum pulang, Hatta masih sempat sahur untuk 

puasa hari itu, dan setelah salat subuh dia tidur di rumahnya,
184

 kemudian pagi 

hari mereka berkumpul kembali di rumah Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 

(sekarang Jalan Proklamasi) Jakarta Pusat. Tepat pukul 10.00 pagi naskah 

proklamasi dibacakan oleh Sukarno dan Hatta berdiri di sampingnya. Suasana 
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sangat khidmat kemudian dikibarkan bendera merah putih. Sejak saat itu bangsa 

Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka.
185

 

 

B. Pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta 

Sebagai mahasiswa yang pernah mempelajari sistem ekonomi kapitalis dan 

sosialis sewaktu kuliah politik ekonomi di Belanda dulu, Hatta jelas sangat 

menguasai dan memahami kedua sistem ekonomi ini.
186

 Bahkan menurut Deliar 

Noer, ―ia tidak terpengaruh sama sekali oleh liberalisme dan kapitalisme, juga 

tidak pada ajaran Marx.‖
187

 Hatta malah ingin membangun sistem ekonomi 

sendiri yang bukan Smithian dan bukan Marxian, tetapi sebuah sistem ekonomi 

khas Indonesia.
188

 

Hatta tidak tertarik dengan sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme karena 

sangat mengutamakan kebebasan dengan membiarkan manusia mencari sendiri 

apa yang baik untuk dirinya seolah-olah berkembang sebuah pemikiran bahwa 

manusia itu lebih tahu apa yang baik untuk dirinya. Pemikiran ini mengakibatkan 

adanya jurang yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin karena yang kaya 

makin tambah kaya dan yang miskin akan semakin bertambah miskin. Oleh 

karena itu menurut Hatta kapitalisme harus ditolak
189

 karena ―semakin dalam 
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kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak penghidupan 

rakyat yang tidak mempunyai pertahanan lagi.
190

 

Selain Hatta, para pemimpin pergerakan kemerdekaan waktu itu misalnya saja 

para tokoh Budi Utomo juga memiliki sikap sinis terhadap kapitalisme. Para 

tokoh Budi Utomo menyebut kapitalisme sebagai een plant van vreemde bodsen 

yang berarti sebuah tanaman asing yang tidak sesuai dengan iklim Indonesia. 

Umar Said Cokroaminoto menyebut kapitalisme sebagai het zondiq kapitalisme 

yang berarti kapitalisme yang murtad.  

Bagaimana dengan paham ekonomi sosialisme? Hatta tampaknya juga 

menyatakan ketidak sejalannya dengan paham ekonomi sosialisme yang 

dikembangkan oleh Karl Marx.
191

 Menurut Deliar Noer, Hatta ingin 

―membongkar ideologi Barat… yang berdasar pada individualisme, yang 

mendahulukan orang seorang dari pada masyarakat‖
192

 dan ―menghubungkannya 

dengan Islam.‖
193

 Dengan konteks di atas tampak, Hatta hendak mengganti 

ideologi pembangunan ekonomi Barat yang berdasar kepada falsafah 

individualism dan sosialisme komunisme dengan pembangunan ekonomi yang 

berdasar kepada falsafah yang sarat dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama 

dalam hal ini adalah Islam.
194
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Di sisi lain, rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia menurut 

Hatta sudah cukup mengakomodir dan menampung berbagai pandangan dan 

paham keagamaan yang ada di Indonesia. Rumusan Pancasila juga sudah mampu 

untuk mencerminkan falsafah bangsa Indonesia seluruhnya. Hatta berpandangan 

bahwa kehadiran Pancasila sangat diperlukan sebagai konsensus dan kesepakatan 

terhadap apa yang menjadi falsafah bangsa. Tanpa adanya  konsensus dan 

kesepakatan yang menjadi falsafah bangsa ini, maka kehidupan berbangsa dan 

bernegara akan terganggu serta menghadapi masalah, termasuk kehidupan dalam 

bidang ekonomi. Dengan disepakatinya rumusan sila-sila pada Pancasila tadi, 

maka segala kebijakan dan perilaku ekonomi harus berdasar pada nilai-nilai yang 

terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, penerapan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan ekonomi, 

menuntut konsekuensi-konsekuensi. Diantaranya adalah bahwa kehidupan 

ekonomi harus diorientasikan kepada:
195

 ―…Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya 

etik dan moral agama, bukan materialisme), kemanusiaan yang adil dan beradab 

(tidak mengenal pemerasan/eksploitasi manusia); persatuan (kekeluargaan, 

kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi), kerakyatan 

(mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan 
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sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran 

orang-seorang).‖
196

 Adanya kepatuhan dan komitmen yang tinggi kepada 

orientasi tersebut adalah jelas merupakan suatu kemestian, karena posisi 

Pancasila sebagai falsafah bangsa menurut Hatta , adalah ―mengikat seluruh 

lapisan masyarakat, terutama mengikat pemerintah serta alat-alat negara yang 

bertugas sebagai pelaksana haluan negara.‖
197

 

Sebagai seorang Muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, Hatta 

menyakini ―Islam seharusnya menjiwai segala-galanya, menjadi pemimpin dan 

petunjuk dalam segala tindakan.‖
198

 Ini berarti, menurut Hatta, Islam harus 

menjadi roh, sumber nilai, sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi orang 

Islam dalam menjalani hidup dan kehidupannya sehari-hari termasuk dalam 

kehidupan ekonomi.
199

 Oleh karena itu dalam kaitannya dengan cita-cita sosial 

dan pembentukan masyarakat, maka tugas kita menurut Hatta adalah ―kita harus 

membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan ilahi, yaitu keadilan 

yang setinggi-tingginya, dan langkah ini boleh dikatakan menuju kepada 

keadilan sosial.
200

 Dengan demikian, dari penjelasan di atas terlihat bahwa 

masyarakat ideal yang dicita-citakan Hatta adalah masyarakat yang menjunjung 

tinggi dan menegakkan nilai-nilai ketuhanan, karena dalam keyakinan Hatta 
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hanya dalam masyarakat seperti itulah keadilan sosial dalam arti yang 

sebenarnya dapat terwujud dan diwujudkan.
201

 

Dari pemikiran Hatta di atas, dapat kita lihat bahwa bentuk negara yang 

hendak dibangun Hatta adalah suatu bentuk negara baru yang bukan merupakan 

negara agama dan bukan juga negara sekuler namun tetap tidak meninggalkan 

nilai agama. Hatta tidak memisahkan kehidupan bernegara serta kehidupan 

ekonomi dengan agama. Hatta selalu berusaha membawa roh agama ke dalam 

kehidupan bernegara & ekonomi meskipun tidak menggunakan simbol-simbol 

dan istilah agama di sana. Karena itulah bisa jadi menjadi sebab kehadiran Hatta 

bisa diterima oleh kelompok Islam dan  nasionalis. Para pemimpin Islam 

merasakan dan menyadari bahwa Hatta tidak pernah menjauh dari ajaran 

agamanya sehingga Hatta bisa diterima oleh kelompok Islam. Di sisi lain, karena 

Hatta tidak membawa simbol-simbol agama Islam secara langsung dalam 

kehidupan bernegara, maka kehadiran Hatta juga bisa diterima oleh kalangan 

nasionalis sekuler. 

Hatta tetap konsisten dengan cita-cita sosialisme yang diusungnya, dimana 

dengan cita-cita tersebut dia tampak hendak menciptakan satu masyarakat 

sosialis baru yang disebut dengan istilah
202

 ―sosialisme Indonesia‖
203

 Sri-Edi 
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Swasono menyebutnya dengan ―sosialisme religius‖
204

 yaitu sebuah konsep 

sosialisme yang merupakan ―perjumpaan cita-cita sosial demokrasi Barat dengan 

sosialisme religious (Islam) di mana Marxisme sebagai pandangan hidup 

materialisme tetap ditolak.‖
205

 Jadi kaum sosialis religious ini menurut Hatta 

―menimba kekayaan sosialis mereka dari Berita Ilahi. Terlaksananya sosialisme 

bagi mereka adalah suatu tugas agama.‖
206

 Menurut Hatta, ―…dasar agama Islam 

jika dipikirkan secara konsekwen, mutlak menuju kepada sosialisme. Karena 

dengan bertolak dari pada pikiran bahwa ia tunduk kepada Allah SWT, Yang 

Maha Pengasih dan Maha Adil, maka seorang muslim membaktikan hidup dan 

perjuangannya pada persaudaraan umat manusia dan keadilan antara mereka. 

Karena itu hanya dapat dilaksanakan dalam susunan masyarakat yang sosialistik, 

maka bagi kaum muslim, perjuangan untuk sosialisme adalah ibarat perintah 

Allah yang tidak dapat dielaknya.
207

 Keyakinan Hatta di atas mungkin tidak bisa 

dilepaskan kaitannya dengan pengajaran dari H. Agus Salim yang merupakan 

tokoh serta pemikir Islam yang dikagumi Hatta. 

Jadi bagi Hatta antara sosialisme dan Islam tidaklah bertentangan. Seseorang 

dapat saja menjadi pemeluk Islam dan sekaligus menjadi seorang sosialis. Itulah 

sebabnya Hatta sangat mengharapkan dukungan dari gerakan-gerakan Islam yang 
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ada, terutama dari kalangan para pemudanya supaya gerakan Islam di Indonesia 

harus menggariskan dengan tepat jalan ke sosialisme yang diridhoi Allah. Dalam 

rangka itu Hatta menghimbau para pemuda Islam agar menciptakan dalam 

kalbunya suatu sosialisme Islam yang bahannya terdapat dalam Al Qur‘an dan 

disesuaikan pula kepada masyarakat Indonesia. Bahkan menurut Hatta 

selanjutnya ―buku-buku dan karangan saya tentang masalah itu dapat 

dipergunakan sebagai pokok untuk memikirkan seterusnya.‖ Di sini tampak 

bahwa Hatta sangat percaya kepada sosialisme, tetapi sosialisme yang hendak 

dikembangkannya bukanlah sosialisme marxisme atau sosialisme komunisme. 

Tetapi sosialisme Indonesia yang dicerahi dengan nilai-nilai ajaran Islam.
208

 

Jelaslah sudah bahwa cita-cita sosial dan konsep ekonomi yang akan 

dikembangkan oleh Hatta seperti dikemukakan oleh Sri Edi Swasono, adalah 

―terkait pada tauhid dengan segala kedalamannya. Ide-idenya tidak terlepas 

bahkan dilahirkan berdasarkan hakikat kehidupan bangsa ataupun manusia 

sebagai khalifah.‖
209

 Ini bermakna bahwa, cita-cita sosial ekonomi Hatta adalah 

sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Islam atau setidaknya dimotivasi dan atau 

berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Karena itu menurut 

Kuntowijoyo
210

 ―tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendudkung 
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sepenuhnya Sistem Ekonomi Pancasila‖
211

 atau Sistem Ekonomi Sosialisme 

Indonesia yang digagas oleh Hatta tersebut.
212

 

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia menurut Hatta harus diarahkan 

kepada ―bagaimana menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur.‖
213

 Maksud masyarakat adil dan makmur menurut Hatta tersebut, yang 

memuat & berisikan ―kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan 

kemerdekaan.‖
214

 Tujuan pembangunan ekonomi yang ditawarkan Hatta tidak 

hanya sekadar mencapai pertumbuhan dan perkembangan fisik material semata, 

tetapi juga spiritual. Bahkan lebih jauh dan lebih konkret lagi dari itu, yaitu 

supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, sejaktera, damai, dan 

merdeka. Bagi tercapainya tujuan dimaksud, berupa keadilan dan kemakmuran, 

maka menurut Hatta proses pembangunan haruslah dijalankan di atas prinsip-

prinsip dan nilai-nilai dasar yang luhur. Hal ini berarti pembangunan haruslah 

terkait dan dikaitkan dengan agama. Itulah mungkin sebabnya mengapa Hatta 

mengatakan bahwa tujuan pembangunan Indonesia itu sudah
215

 ―sesuai juga 

dengan dasar Islam, yang (juga, pen.) menghendaki agar masyarakat ini 

melaksanakan keadilan dan kemakmuran.‖
216

 

Bung Hatta sebagai founding father Indonesia memperjuangkan konsep 

Ekonomi Pancasila. Ia telah banyak berbuat dan berjasa bagi negara ini. Bahkan 
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dia dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi 

politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara RI, yaitu UUD 1945217, dimana 

Hatta adalah advokator utamanya, yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan 

Islam dapat secara strategis memperoleh posisi imperative-konstitusionalnya.218 

Bagaimana aplikasi dari konsep tersebut ke dalam kehidupan ekonomi dan 

politik, telah dirumuskan oleh Hatta seperti yang termuat dalam Pasal 33 UUD 

1945 yang berbunyi: 

―...(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 

kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‖. 

Secara ideologis, Hatta ingin membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai 

dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang religius dan memiliki nilai-nilai 

luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong (sosialisme) 

bukan yang mementingkan diri sendiri (individualisme), sekuler atau atheistis.219 

Lebih jauh Hatta telah mengajukan konsepsinya tentang ―demokrasi ekonomi‖ 

yang harus mendampingi ―demokrasi politik‖. Menurut Hatta kerakyatan dalam 

sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat, 

khususnya hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat 
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atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi 

ekonomi yang tidak menghendaki ―otokrasi ekonomi‖, sebagaimana pula 

demokrasi politik menolak ―otokrasi ekonomi‖.220 
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Pemikiran Mohammad Hatta tentang Bunga 

Jika kaum ulama tidak memberi petunjuk yang jelas akan soal rente, kita coba 

bertanya pada Al-Qur‘an. Kata ―rente‖, tidak disebut dalam Al-Qur‘an, yang tersebut 

hanya pasal riba. Ada dua kali dikemukakan dengan nyata, dalam surat Al-Baqarah 

(ayat 275 dan 276) dan surat Ali-Imran (ayat 130).
221

 Riba sifatnya semata-mata 

konsumtif, ia dimakan dari pada orang yang meminjamkan uang untuk melepaskan 

sesak hidupnya. Riba semata-mata dipungut dari orang yang miskin, yang 

meminjamkan uang untuk keperluan hidupnya sebentar itu, dengan tiada berpikir 

panjang tentang melaratnya di kemudian hari. Tak pernah riba dapat dipungut dari 

orang yang meminjamkan uang buat membuka perusahaan, menimbang dulu ―bunga 

uang‖ yang mesti dibayarnya.
222

  

Bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka perusahaan, 

disebut rente produktif. Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan yang 

diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Bagi orang yang meminjamkan, 

perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada 

uangnya itu.
223

 Menurut Hatta, mengambil rente produktif, sifatnya berbagi 
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keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian 

yang empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat individualisme, yang 

berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang dengan seorang, dan diantara 

badan-badan partikulir, selalu ada pembayaran. Jadinya, jasa kapital dibayar dengan 

rente, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah.
224

 

Hatta tidak pernah membantah bahwa riba itu haram, karena hal demikian sudah 

dijelaskan dalam Al Qur‘an, surat Al-Baqarah (2): 275-278. Tetapi menyangkut 

masalah bunga, Hatta tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya selama 

tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga kemudian 

seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat apakah hal itu akan menguntungkan 

baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut.
225

 

Disini terlihat, Hatta sangat mempersyaratkan adanya kejelasan dan keterbukaan 

pada awal transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan 

dari kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta ―bila seseorang 

masih tetap ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. 

Sebaliknya.. bila rente dilakukan dengan diam-diam (maka pen.) ia termasuk riba.‖
226

 

Jadi disini terlihat bahwa Hatta sangat membedakan antara riba dan bunga. Bagi 

Hatta seperti dikemukakan kembali oleh Deliar Noer perbedaan antara riba dan bunga 

adalah bahwa ―semangat riba menghancurkan, (sementara, pen.) semangat rente 
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dalam hal bank malah produktif.
227

 Dari sini terlihat bahwa Hatta memandang bunga 

bank sebagai sesuatu yang positif. Malahan secara keras beliau menyatakan bahwa 

―siapa yang tak suka kepada kedudukan rente apa juga, lebih baik ia menolak segala 

kemajuan, menolak adanya bank‖.
228

 Jadi, Hatta tidak dapat membayangkan adanya 

bank dan atau koperasi tanpa rente, seperti yang ada sekarang ini. Bagi Hatta hal itu 

hanya mungkin terjadi ‖asalkan semua pekerja bank tidak diberi gaji‖.
229

 Pandangan 

Hatta di atas tentu tidaklah datang begitu saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh situasi 

waktu itu dan pandangan guru agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. 

Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh 

terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam Memoirs-nya, 

yang memang bersikap dan berpandangan seperti itu.
230

 

 

B. Analisis Data 

Analisis data mempunyai tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterpretasi yang mana seringkali menggunakan deskriptif 

kualitatif sebagai alatnya. Pada umumnya analisis data menggunakan metode 

triangulasi yang menjamin kredibilitas data. Bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 
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teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Oleh karena itu dengan 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh 

akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan 

kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.231 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulangi metode.  

 

1. Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan 

menggunakan berbagai sumber data seperti arsip, dokumen, hasil observasi dan juga 

hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lebih dari satu sumber 

data untuk mengungkap konsep bunga menurut Bung Hatta yaitu menggunakan 

dokumen yang berupa buku-buku karangan Mohammad Hatta serta karya-karya lain yang 

mendukung. Karya-karya tersebut bisa berupa referensi atau buku yang dikarang orang lain, 

jurnal, artikel dan karya lain yang mengkaji tentang konsep bunga menurut Bung Hatta, 

ekonomi Pancasila, pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan bunga serta karya 

yang mengkaji ekonomi Islam secara umum. 

Sumber data yang selanjutnya adalah hasil wawancara akademisi/pakar yang 

mengerti betul pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta yaitu Prof. Dr. Sri Edi Swasosno 

(Guru besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) 

serta Prof. Dr. Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta). 
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2. Triangulasi metode 

Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil 

penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan lebih dari satu cara 

sehingga derajat kepercayaannya bisa valid. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. 

Dalam metode dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen yang berupa buku-

buku karangan Mohammad Hatta serta karya-karya lain yang mendukung. Karya-karya 

tersebut bisa berupa referensi atau buku yang dikarang orang lain, jurnal, artikel dan karya 

lain yang mengkaji tentang konsep bunga menurut Bung Hatta, ekonomi Pancasila, 

pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, konsep riba dan bunga serta karya yang mengkaji 

ekonomi Islam secara umum. 

Dalam metode wawancara, peneliti mewawancarai akademisi/pakar yang mengerti betul 

pemikiran Ekonomi Pancasila Bung Hatta yaitu Prof. Dr. Sri Edi Swasosno (Guru besar 

Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, sekaligus menantu pertama Bung Hatta) serta Prof. Dr. 

Meutia Farida Hatta (Akademisi serta putri dari Bung Hatta). Kegiatan wawancara diawali 

dengan menghubungi narasumber untuk menanyakan apakah beliau berdua bisa untuk 

peneliti wawancarai serta menanyakan kapan kiranya peneliti bisa mewawancarai 

narasumber jika beliau-beliau bisa untuk penulis wawancarai. Pada tanggal 20 Desember 

2023 peneliti  mengirim pesan DM ke akun instagram Ibu Meutia. Sembari menunggu respon 

beliau penulis mencari info untuk memastikan no WA Prof. Dr. Sri Edi Swasono ke kolega di 

UST. Setelah beberapa hari Alhamdulillah dapat no WA Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan 

segera penulis mengirim pesan WA beserta surat izin wawancara ke beliau. Setelah beberapa 

hari belum mendapat respon dari Bapak Sri Edi Swasono beserta Ibu Meutia, lalu penulis 
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mengirimkan surat hardfile ke Jakarta (ke alamat beliau) yang menjelaskan maksud peneliti 

menghubungi beliau berdua sekaligus mengirimkan surat izin wawancara dari kampus UII 

pada tanggal 29 Desember 2023. Setelah kembali menunggu ternyata belum ada respon, lalu 

peneliti mencoba mencari berbagai macam cara yang sekiranya bisa mendapatkan respon 

narasumber. Tanggal 29 Desember 2023 peneliti mendapat info dimana putera Bapak Sri Edi 

& Ibu Meutia mengajar, lalu melalui relasi di kampus UI saya coba mencari info kontak 

putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia. Cara ini ternyata belum mebuahkan hasil. Saat peneliti 

telpon ke instansi tempat putra Bapak Sri Edi bekerja, ternyata telponnya tidak bisa 

tersambung. Lalu peneliti coba mencari info no ketua himpunan mahasiswa tempat putera 

Bapak Sri Edi mengajar. Alhamdulillah tanggal 2 Januari 2024 peneliti mendapat no WA 

ketua himpunan mahasiswa tempat putera Bapak Sri Edi mengajar. Setelah itu segera peneliti 

mengirim WA kepada ketua himpunan mahasiswa tersebut dan tanggal 3 Januari 2024 

mahasiswa tersebut merespon serta memberikan no WA putera Bapak Sri Edi & Ibu Meutia 

setelah minta izin ke beliau. Tanggal 3 Januari 2024 segera saya WA putera Bapak Sri Edi & 

Ibu Meutia dan Alhamdulillah beliau segera merespon. Dari beliau saya mendapat info jika 

Bapak Sri Edi Swasono sedang sakit. Saya bertanya melalui putera Bapak Sri Edi & Ibu 

Meutia apakah saya bisa menemui secara langsung Ibu Meutia untuk wawancara di Jakarta. 

Namun ternyata Ibu meutia sedang sangat sibuk & pekan depan ada agenda ke Yogyakarta. 

Mendengar info tersebut saya kembali bertanya apakah memungkinkan jika saat Ibu Meutia 

di Jogja saya sowan untuk wawancara. Namun ternyata selama di Jogja Ibu Meutia padat 

agenda, jadi belum bisa peneliti temui.  

Singkat cerita akhirnya saya diberikan kontak WA Ibu Meutia secara langsung oleh putera 

beliau. Sejak tanggal 3 Januari 2024 tersebut saya berkomunikasi langsung dengan Ibu 
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Meutia. Ibu Meutia meminta saya untuk mengirimkan pertanyaan wawancara. Tanggal 4 

Januari 2024 pertanyaan wawancara saya kirimkan ke Ibu Meutia dank arena kondisi Bapak 

Sri Edi Swasono sedang sakit, Bu Meutia sedang sibuk padat agenda, akhirnya Bu Meutia 

memberikan file jawaban pertanyaan wawancara secara lengkap pada tanggal 11 Januari 

2024. 

 

Tabel 4.1 

Triangulasi sumber & metode 

 

NO 

 

Pertanyaan 

penelitian 

Sumber data & metode pengambilan data  

Pola Dokumen Wawancara  

1.  Bagaimana 

analisis 

konsep bunga 

dalam 

pemikiran 

ekonomi 

Pancasila 

Mohammad 

Hatta 

perspektif 

Ekonomi  

Islam? 

 

Buku karangan Bung 

Hatta 

 

 Bunga uang yang 

dibayar bagi 

peminjaman uang 

untuk membuka 

perusahaan, 

disebut rente 

produktif.  

 

Rente itu adalah 

sebagian dari pada 

keuntungan yang 

diperoleh dengan 

bantuan uang 

orang lain itu.  

Jawaban wawancara 

Prof. Meutia Hatta 

 

 Tentu beliau 

mengenal pula 

―teori Agio‖, 

yaitu teori yang 

mengatakan 

makin jauh dari 

waktu sekarang 

nilai barang atau 

uang akan makin 

kecil nilainya.  

 

Pengecilan nilai 

itu menjadi dasar 

bagi besar 

 Bung Hatta 

menolak tatanan 

ekonomi ribawi. 

 

 Bung Hatta 

meyakini bahwa 

riba dilarang 

dalam Islam. 

 

 Bung Hatta 

membedakan riba 

dengan bunga. 

Menurut Hatta 

bunga tidak sama 

dengan riba. 

 

 Bung Hatta 



 

121 
 

 

Bagi orang yang 

meminjamkan, 

perhitungannya 

didasarkan kepada 

kemungkinan 

mendapatkan laba 

dari pada uangnya 

itu.
232

 

 

 ..mengambil rente 

produktif, sifatnya 

berbagi 

keuntungan 

dengan orang yang 

menjalankan uang 

itu, dengan 

menetapkan bagian 

yang empunya 

kapital terlebih 

dahulu.  

 

Selagi ada 

masyarakat 

individualisme, 

yang berdasarkan 

pertukaran barang 

dan jasa antara 

seorang dengan 

seorang, dan 

diantara badan-

badan partikulir, 

selalu ada 

pembayaran.  

kecilnya imbalan 

yang kemudian 

disebut sebagai 

―bunga‖ (interest 

rate). 

 

Lebih lanjut dari 

teori Klasikal dan 

Neoklasikal, 

uang atau dana 

sebagai barang 

tentu mempunyai 

harga. Jadi ada 

price of money 

atau price of 

capital. 

 

 ―Bunga‖ itulah 

yang kemudian 

disebut sebagai 

price of money 

atau price of 

capital. Dalam 

hal tersebut di 

atas jika price of 

money atau price 

of capital itu 

dimahalkan 

(terlalu tinggi), 

maka disitulah 

terjadi riba.
238

 

 

 Tentu Bung 

Hatta tidak 

membolehkan 

pengambilan 

bunga untuk 

modal usaha 

sebagai balas jasa 

capital (price of 

capital), 

sebagaimana 

orang membayar 

jasa buruh 

dengan upah. 

Menurut Hatta 

bunga atas 

pinjaman modal 

usaha sifatnya 

berbagi 

keuntungan & 

perlu 

disampaikan 

secara terbuka di 

awal transaksi 

agar kedua belah 

pihak bisa 

menerima dengan 

kerelaan. 
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Jadinya, jasa 

kapital dibayar 

dengan rente, 

sebagaimana orang 

membayar jasa 

buruh dengan 

upah.
233

 

 

 

 

 

 

Buku karangan orang 

lain yang relevan 

membahas tentang 

pemikiran ekonomi 

Bung Hatta 

 

 Tetapi menyangkut 

masalah bunga, 

Hatta tidaklah 

termasuk orang 

yang 

mengharamkannya 

selama tingkat 

suku bunga 

tersebut telah 

ditetapkan terlebih 

dahulu, sehingga 

kemudian 

seseorang dapat 

menyetujui 

tatanan ekonomi 

yang ribawi, oleh 

karena itu beliau 

meluncurkan 

konsepsi 

demokrasi 

ekonomi melalui 

Pasal 33 UUD 

1945.
239

 

 

 Menurut MUI 

bunga bank 

adalah haram 

dengan alasan 

bahwa bunga 

bank adalah riba. 

Pandangan MUI 

ini sedikit 

berlebihan. 

 

 Ada pula tokoh 

ulama (seperti 

Sayyid 

Thantowi)  yang 

menyampaikan 

bahwa kehadiran 

bunga bank 

adalah sesuatu 

yang 

diperbolehkan.
240
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memutuskan 

secara lebih tepat 

apakah hal itu akan 

menguntungkan 

baginya atau tidak 

untuk meminjam 

uang tersebut.
234

 

 

 Hatta sangat 

mempersyaratkan 

adanya kejelasan 

dan keterbukaan 

pada awal 

transaksi, karena 

bagi Hatta dalam 

transaksi tersebut 

harus ada kerelaan 

dari kedua belah 

pihak. Oleh karena 

itu dalam 

pandangan Hatta 

―bila seseorang 

masih tetap ingin 

mempergunakan 

jasa bank, berarti 

ia telah rela 

membayar 

rentenya. 

Sebaliknya.. bila 

rente dilakukan 

dengan diam-diam 

(maka pen.) ia 

termasuk riba.‖
235

  

 Ada dalam 

pemikiran 

ekonomi Bung 

Hatta tentang 

bunga yang 

berkaitan dengan 

inflasi. Artinya 

harus adil 

terhadap yang 

memberi 

pinjaman, apakah 

itu perorangan 

atau badan usaha 

seperti perbankan 

bahwa pinjaman 

tidak 

dikembalikan 

dengan nilai yang 

menjadi lebih 

kecil karena 

inflasi.
241
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 Jadi disini terlihat 

bahwa Hatta 

sangat 

membedakan 

antara riba dan 

bunga. Bagi Hatta 

seperti 

dikemukakan 

kembali oleh 

Deliar Noer 

perbedaan antara 

riba dan bunga 

adalah bahwa 

―semangat riba 

menghancurkan, 

(sementara, pen.) 

semangat rente 

dalam hal bank 

malah produktif.
236

  

 

 Dari sini terlihat 

bahwa Hatta 

memandang bunga 

bank sebagai 

sesuatu yang 

positif. Malahan 

secara keras beliau 

menyatakan bahwa 

―siapa yang tak 

suka kepada 

kedudukan rente 

apa juga, lebih 

baik ia menolak 

segala kemajuan, 
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menolak adanya 

bank‖.
237

 

2 Mengapa 

dalam 

pemikiran 

ekonomi 

Pancasila 

Muhammad 

Hatta ada 

unsur bunga di 

sana? 

 

Buku karangan orang 

lain yang relevan 

membahas tentang 

pemikiran ekonomi 

Bung Hatta 

 

 Memang harus 

diakui bahwa dari 

sekian banyak 

pemikiran Hatta 

yang agak 

mengundang 

kontroversi dalam 

perspektif fiqih 

adalah 

menyangkut 

masalah Bunga. 

 

Bagi penulis, Hatta 

harus dipahami 

dalam perspektif 

sosiologis dalam 

menanggapi 

masalah bunga 

bank. Tatkala itu, 

perdebatan 

masalah bunga 

masih awal di 

Indonesia. Apalagi 

mengingat ketika 

itu ummat Islam 

belum memiliki 

Jawaban wawancara 

Prof. Meutia Hatta 

 

 Tentu beliau 

mengenal pula 

―teori Agio‖, 

yaitu teori yang 

mengatakan 

makin jauh dari 

waktu sekarang 

nilai barang atau 

uang akan makin 

kecil nilainya.  

 

Pengecilan nilai 

itu menjadi dasar 

bagi besar 

kecilnya imbalan 

yang kemudian 

disebut sebagai 

―bunga‖ (interest 

rate). 

 

Lebih lanjut dari 

teori Klasikal dan 

Neoklasikal, 

uang atau dana 

sebagai barang 

tentu mempunyai 

harga. Jadi ada 

price of money 

atau price of 

 Pemikiran Bung 

Hatta tentang 

bunga 

dipengaruhi oleh 

riwayat 

pendidikan beliau 

yang belajar 

berbagai teori 

Ekonomi 

Klasikal, 

Neoklasikal, 

Keynesian  

Economics  dan  

Post Keynesian 

Economics saat 

beliau kuliah 

ekonomi di 

Belanda. 

 

 Pemikiran Bung 

Hatta tentang 

bunga 

dipengaruhi juga 

oleh pemikiran 

guru agamanya 

yang sangat 

dihormatinya 

yang bernama 

H. Abdullah 

Ahmad, yaitu 

seorang guru 

agama dan juga 

seorang ulama 

dan tokoh 
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lembaga atau 

institusi perbankan 

Islam seperti yang 

ada saat ini, yang 

diharapkan mampu 

untuk menjawab 

persoalan 

tersebut.
242

 

 

 Jadi, Hatta tidak 

dapat 

membayangkan 

adanya bank dan 

atau koperasi tanpa 

rente, seperti yang 

ada sekarang ini. 

Bagi Hatta hal itu 

hanya mungkin 

terjadi ‖asalkan 

semua pekerja 

bank tidak diberi 

gaji‖.
243

  

 

Pandangan Hatta 

di atas tentu 

tidaklah datang 

begitu saja, tetapi 

sangat dipengaruhi 

oleh situasi waktu 

itu dan pandangan 

guru agamanya 

yang sangat 

capital. 

 

 ―Bunga‖ itulah 

yang kemudian 

disebut sebagai 

price of money 

atau price of 

capital. Dalam 

hal tersebut di 

atas jika price of 

money atau price 

of capital itu 

dimahalkan 

(terlalu tinggi), 

maka disitulah 

terjadi riba.
245

 

 

 Bung Hatta 

belajar ilmu 

ekonomi di 

Negeri Belanda 

dengan demikian 

tentu beliau 

mengenal  teori-

teori  Ekonomi 

Klasikal, 

Neoklasikal, 

Keynesian  

Economics  dan  

Post Keynesian 

Economics.
246

 

 

terkenal di 

Padang, 

Sumatera Barat, 

seperti 

diungkapkanny

a dalam 

Memoirs-nya, 

yang memang 

bersikap dan 

berpandangan 

seperti itu. 
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dihormatinya yang 

bernama H. 

Abdullah Ahmad, 

yaitu seorang guru 

agama dan juga 

seorang ulama dan 

tokoh terkenal di 

Padang, Sumatera 

Barat, seperti 

diungkapkannya 

dalam Memoirs-

nya, yang memang 

bersikap dan 

berpandangan 

seperti itu.
244

 

 

 Yang 

mempengaruhi 

pemikiran-

pemikiran 

ekonomi Bung 

Hatta antara lain 

adalah von 

Böhm-Bawerk 

ekonom sosialis 

dari Austria dan 

tentu juga John 

Maynard Keynes 

yang menuliskan 

The End Laissez 

Faire 

(Berakhirnya 

Pasar Bebas 

Kapitalistik) pada 

tahun 1926.
247

 

 

 

Berdasarkan analisis di atas terlihat bahwa Hatta tidak pernah membantah bahwa 

riba itu haram, karena hal demikian sudah dijelaskan dalam Al Qur‘an, surat Al-

Baqarah (2): 275-278: 
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ٍ

Artinya:  

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya. 

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak 

menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
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Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati. 

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

Tetapi menyangkut masalah bunga, Hatta tidaklah termasuk orang yang 

mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih 

dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat apakah 

hal itu akan menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang tersebut.
248

 

Hal ini sejalan dengan jawaban wawancara dari Ibu Meutia Hatta: 

―Semua muslim dan muslimat wajib mengetahui isi Al-Qur‘an dalam kaitan 

dengan bunga dan riba, saya angkat 3 ayat sebagai berikut. 

 

 

QS. Al-Baqarah Ayat 275: 

 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

 

 

QS. Al-Baqarah Ayat 278: 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. 

 

QS. Ali Imron Ayat 130: 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

                                                           
248

 Penders, Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs, 31. 



 

130 
 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan.‖
249

 

 

―Menurut MUI bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga bank 

adalah riba. Pandangan MUI ini sedikit berlebihan. Ada pula tokoh ulama 

(seperti Sayyid Thantowi)  yang menyampaikan bahwa kehadiran bunga 

bank adalah sesuatu yang diperbolehkan.‖
250

 

 

―Tentu Bung Hatta tidak menyetujui tatanan ekonomi yang ribawi, oleh karena 

itu beliau meluncurkan konsepsi demokrasi ekonomi melalui Pasal 33 UUD 

1945.
251

 

 

―..bahwa tatanan sosialistik adalah tatanan yang mengutamakan kepentingan 

orang banyak bukan kepentingan egois orang-seorang, mengutamakan 

brotherhood (ukhuwah). Oleh karena itu menurut pandangan Bung Hatta, Islam 

adalah sosialistik. Saya sendiri berkesimpulan setelah membaca banyak tulisan 

Ayah saya bahwa perekonomian yang ribawi bertentangan dengan Islam yang 

sosialistik.‖
252

 

 

 

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Bung Hatta menolak tatanan 

ekonomi ribawi. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta 

membedakan riba dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung 

Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa capital 

(price of capital), sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut 

Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu 

disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima 

dengan kerelaan. 

Tindakan Bung Hatta dalam menolak tatatan ekonomi ribawi juga bisa kita lihat 
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saat awal kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta menganjurkan agar bangsa Indonsia 

tidak berhutang ke luar negeri agar tidak diriba oleh asing. Saat berhutang ke luar 

negeri tentunya nanti bangsa Indonesia akan diharuskan membayar hutang dengan 

nominal yang makin berlipat dan hal ini mendzalimi bangsa Indonesia. Pada awal 

kemerdekaan Indonesia, Hatta menganjurkan agar kita berhutang kepada bangsa 

Indonesia sendiri melalui saudagar-saudagar Bangsa Indonesia yang kaya raya. Oleh 

sebab itu pada awal kemerdekaan, Hatta memerintahkan Menteri Keuangan 

(Sjafruddin Prawiranegara) untuk melaksanakan pinjaman nasional (pinjaman 

Republik Indonesia 1950), sebagai obligasi dengan bunga 3% per tahun dalam jangka 

waktu 5 tahun. Pinjaman ini baru sempat dibayar kembali oleh Pemerintah pada 

tahun 1978. Bunga sebesar 3% per tahun ini tidak ada kaitannya dengan riba dan 

tidak bisa ditafsirkan bahwa sang pembeli pinjaman  Republik Indonesia tahun 1950 

melakukan riba terhadap Pemerintah. Hal ini lebih tepat jika diartikan bahwa 

Pemerintah memberi imbalan wajar kepada masyarakat yang disesuaikan dengan 

kemampuan Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meutia Hatta dalam jawaban 

wawancara beliau: 

―Ketika Bung Hatta di awal kemerdekaan menganjurkan agar kita jangan 

berhutang ke luar negeri, tapi berhutanglah kepada bangsa Indonesia sendiri 

karena kita memiliki kaum saudagar yang kaya raya. Lagi pula berhutang ke 

luar negeri berarti membiarkan kita diriba oleh orang asing. Maka Bung Hatta 

memerintahkan kepada Menteri Keuangan (Sjafruddin Prawiranegara) untuk 

melaksanakan pinjaman nasional (pinjaman Republik Indonesia 1950), sebagai 

obligasi dengan bunga 3% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Kemudian baru 

sempat dibayar kembali oleh Pemerintah pada tahun 1978. Bunga 3% per tahun 

itu tidak ada kaitannya dengan riba, juga tidak dapat diartikan bahwa pembeli 

pinjaman Republik Indonesia 1950 itu melakukan riba terhadap Pemerintah. 

Lebih tepat diartikan bahwa Pemerintah memberi imbalan wajar kepada 
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masyarakat sesuai dengan kemampuan Pemerintah.‖
253

 

 

Pada tahun 1950 tersebut, Bung Hatta memberi contoh pertama orang yang 

membeli pinjaman Republik Indonesia 1950 tersebut yang mana sampai sekarang 

belum ditagihkan/ditunaikan kepada Negara. Berkaitan dengan hal ini dalam 

pemikiran ekonomi Bung Hatta, negara tidak boleh melakukan riba terhadap 

masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meutia Hatta dalam jawaban wawancara: 

―Bung Hatta memberi contoh pertama yang membeli pinjaman Republik 

Indonesia 1950 itu, yang sampai sekarang belum ditunaikan/ditagihkan 

kepada Negara. Dengan kata lain dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta 

Negara tidak boleh melakukan riba terhadap masyarakat.‖
254

 

 

Dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang bunga, ada juga yang berkaitan 

dengan inflasi. Maksudnya disini adalah harus adil kepada sang pemberi pinjaman 

baik itu perorangan maupun badan usaha seperti lembaga keuangan perbankan 

dimana pengembalian pinjaman jangan dikembalikan dengan nilai yang menjadi 

lebih kecil karena inflasi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meutia Hatta dalam jawaban 

wawancara: 

―Ada dalam pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang bunga yang berkaitan 

dengan inflasi. Artinya harus adil terhadap yang memberi pinjaman, apakah itu 

perorangan atau badan usaha seperti perbankan bahwa pinjaman tidak 

dikembalikan dengan nilai yang menjadi lebih kecil karena inflasi. Sebagai 

catatan tahun 1950 harga emas adalah 7,6 rupiah pergram pada tahun 2000 

harga emas adalah 8.396 rupiah pergram, tahun 2010 harga emas adalah 500 

ribu rupiah pergram dan tahun 2024 meningkat menjadi 1.207.000 rupiah 

pergram. Inflasi telah terjadi bertubi-tubi lalu di tingkat mana bunga harus 

ditetapkan. Para ekonom, para ulama, para negarawan harus bermusyawarah 
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untuk menetapkannya.‖
255

 

 

 

Menurut Hatta bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka 

perusahaan, disebut rente produktif. Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan 

yang diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Bagi orang yang meminjamkan, 

perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada 

uangnya itu.
256

 Menurut Hatta, mengambil rente produktif, sifatnya berbagi 

keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan bagian 

yang empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat individualisme, yang 

berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang dengan seorang, dan diantara 

badan-badan partikulir, selalu ada pembayaran. Jadinya, jasa kapital dibayar dengan 

rente, sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah.
257

 

Hatta sangat mempersyaratkan adanya kejelasan dan keterbukaan pada awal 

transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan dari kedua 

belah pihak. Oleh karena itu dalam pandangan Hatta ―bila seseorang masih tetap 

ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. 

Sebaliknya.. bila rente dilakukan dengan diam-diam (maka pen.) ia termasuk riba.‖
258

 

Jadi disini terlihat bahwa Hatta sangat membedakan antara riba dan bunga. Bagi 

Hatta seperti dikemukakan kembali oleh Deliar Noer perbedaan antara riba dan bunga 

adalah bahwa ―semangat riba menghancurkan, (sementara, pen.) semangat rente 
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dalam hal bank malah produktif.
259

 Dari sini terlihat bahwa Hatta memandang bunga 

bank sebagai sesuatu yang positif. 

 

C. Hasil Penelitian 

Kesimpulan dari analisis di atas adalah Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. 

Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. Bung Hatta membedakan riba 

dengan bunga. Menurut Hatta bunga tidak sama dengan riba. Bung Hatta 

membolehkan pengambilan bunga untuk modal usaha sebagai balas jasa capital 

(price of capital), sebagaimana orang membayar jasa buruh dengan upah. Menurut 

Hatta bunga atas pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu 

disampaikan secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima 

dengan kerelaan. 

Memang harus diakui bahwa dari sekian banyak pemikiran Hatta yang 

mengundang kontroversi dalam perspektif fiqih adalah menyangkut masalah Bunga. 

Bagi penulis, Hatta harus dipahami dalam perspektif sosiologis dalam menanggapi 

masalah bunga bank. Tatkala itu, perdebatan masalah bunga masih awal di Indonesia. 

Apalagi mengingat ketika itu ummat Islam belum memiliki lembaga atau institusi 

perbankan Islam seperti yang ada saat ini, yang diharapkan mampu untuk menjawab 

persoalan tersebut.
260

 

Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi oleh riwayat pendidikan beliau 
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yang belajar berbagai teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian  Economics  

dan  Post Keynesian Economics saat beliau kuliah ekonomi di Belanda. Pemikiran 

Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi juga oleh pemikiran guru agamanya yang 

sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, yaitu seorang guru agama 

dan juga seorang ulama dan tokoh terkenal di Padang, Sumatera Barat, seperti 

diungkapkannya dalam Memoirs-nya, yang memang bersikap dan berpandangan 

seperti itu. Hal ini sejalan dengan jawaban wawancara dari Ibu Meutia Hatta: 

―Bung Hatta belajar ilmu ekonomi di Negeri Belanda dengan demikian tentu 

beliau mengenal  teori-teori  Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian  

Economics  dan  Post Keynesian Economics.‖
261

 

 

―Yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran ekonomi Bung Hatta antara lain 

adalah von Böhm-Bawerk ekonom sosialis dari Austria dan tentu juga John 

Maynard Keynes yang menuliskan The End Laissez Faire (Berakhirnya Pasar 

Bebas Kapitalistik) pada tahun 1926.‖
262
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Konsep bunga dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta  

Bung Hatta tidak pernah membantah bahwa riba itu haram, karena hal 

demikian sudah dijelaskan dalam Al Qur‘an, surat Al-Baqarah (2): 275-278. 

Tetapi menyangkut masalah bunga, Bung Hatta tidaklah termasuk orang yang 

mengharamkannya selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan terlebih 

dahulu, sehingga kemudian seseorang dapat memutuskan secara lebih tepat 

apakah hal itu akan menguntungkan baginya atau tidak untuk meminjam uang 

tersebut.
263

 Jika kaum ulama tidak memberi petunjuk yang jelas akan soal rente, 

kita coba bertanya pada Al-Qur‘an. Kata ―rente‖, tidak disebut dalam Al-Qur‘an, 

yang tersebut hanya pasal riba. Ada dua kali dikemukakan dengan nyata, dalam 

surat Al-Baqarah (ayat 275 dan 276) dan surat Ali-Imran (ayat 130).
264

 Riba 

sifatnya semata-mata konsumtif, ia dimakan dari pada orang yang meminjamkan 

uang untuk melepaskan sesak hidupnya. Riba semata-mata dipungut dari orang 

yang miskin, yang meminjamkan uang untuk keperluan hidupnya sebentar itu, 

dengan tiada berpikir panjang tentang melaratnya di kemudian hari. Tak pernah 
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riba dapat dipungut dari orang yang meminjamkan uang buat membuka 

perusahaan, menimbang dulu ―bunga uang‖ yang mesti dibayarnya.
265

  

Bunga uang yang dibayar bagi peminjaman uang untuk membuka perusahaan, 

disebut rente produktif. Rente itu adalah sebagian dari pada keuntungan yang 

diperoleh dengan bantuan uang orang lain itu. Bagi orang yang meminjamkan, 

perhitungannya didasarkan kepada kemungkinan mendapatkan laba dari pada 

uangnya itu.
266

 Menurut Bung Hatta, mengambil rente produktif, sifatnya berbagi 

keuntungan dengan orang yang menjalankan uang itu, dengan menetapkan 

bagian yang empunya kapital terlebih dahulu. Selagi ada masyarakat 

individualisme, yang berdasarkan pertukaran barang dan jasa antara seorang 

dengan seorang, dan diantara badan-badan partikulir, selalu ada pembayaran. 

Jadinya, jasa kapital dibayar dengan rente, sebagaimana orang membayar jasa 

buruh dengan upah.
267

 Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Bung Hatta menolak tatanan ekonomi ribawi. 

b. Bung Hatta meyakini bahwa riba dilarang dalam Islam. 

c. Bung Hatta membedakan riba dengan bunga. Menurut Bung Hatta bunga 

tidak sama dengan riba. Bung Hatta membolehkan pengambilan bunga untuk 

modal usaha sebagai balas jasa capital (price of capital), sebagaimana orang 

membayar jasa buruh dengan upah. Menurut Bung Hatta bunga atas 
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pinjaman modal usaha sifatnya berbagi keuntungan & perlu disampaikan 

secara terbuka di awal transaksi agar kedua belah pihak bisa menerima 

dengan kerelaan. 

2. Alasan dalam pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta ada unsur 

bunga di sana 

a. Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi oleh riwayat pendidikan beliau 

yang belajar berbagai teori Ekonomi Klasikal, Neoklasikal, Keynesian  

Economics  dan  Post Keynesian Economics saat beliau kuliah ekonomi di 

Belanda. 

b. Pemikiran Bung Hatta tentang bunga dipengaruhi juga oleh pemikiran guru 

agamanya yang sangat dihormatinya yang bernama H. Abdullah Ahmad, 

yaitu seorang guru agama dan juga seorang ulama dan tokoh terkenal di 

Padang, Sumatera Barat, seperti diungkapkannya dalam Memoirs-nya, yang 

memang bersikap dan berpandangan seperti itu. 

3. Hukum bunga dalam perspektif Ekonomi Islam 

a. Bunga bank haram menurut MUI, Yusuf Qaradhawi & Muhammad Abdul 

Mannan. 

b. Bunga bank halal/tidak haram menurut Muhammad Sayyid Thantawi & 

Mohammad Hatta. 
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B. Saran 

1. Pemikiran ekonomi Pancasila Mohammad Hatta sebagian besar sejalan 

dengan ekonomi Islam dan sangat sesuai dengan kondisi Indonesia karena 

digali dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman atau falsafah 

hidup bangsa Indonesia yang multikultur namun bisa hidup damai. Penelitian 

yang menggali lebih dalam terkait pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta 

perspektif Ekonomi Islam yang melibatkan pakar/akademisi yang paham betul 

terkait pemikiran Ekonomi Pancasila Mohammad Hatta kedepan bisa lebih 

dioptimalkan secara mendalam, mengingat pada penelitian ini penggalian data 

wawancara pakar/akademisi belum optimal karena narasumber 

pakar/akademisi pertama sedang dalam kondisi sakit & narasumber kedua 

sedang dalam kondisi sibuk. 

2. Penelitian ini harapannya bisa memberikan tawaran solusi terhadap praktik 

pemberlakuan bunga dalam kegiatan koperasi atas turunan dari pemikiran Ekonomi 

Pancasila Mohammad Hatta, agar kegiatan ekonomi dalam koperasi berjalan sesuai 

syariah dengan menerapkan mekanisme bagi hasil. 
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